Formalisasi Penerapan Syari’at Islam di Indonesia (Studi Perbandingan Nahdatul Ulama dan Hizbut Tahrir di Makassar) by Syam, Sitti Mutmainnah
FORMALISASI PENERAPAN SYARI’AT ISLAM DI INDONESIA
(Studi Perbandingan Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir di Makassar)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan 
Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar
Oleh:
SITTI MUTMAINNAH SYAM
NIM: 10100112013
Penguji I           : Prof. Dr. H. LombaSultan, MA. 
Penguji II          : Zulfahmi Alwi, M.Ag., P.h.D.
Pembimbing I   : Dr. Darsul S Puyu, M.Ag.
Pembimbing II  : Dr. Azman, M.Ag.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016


iv
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واﻟﺻﻼة  واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ أﺷرف اﻷ ﻧﺑﯾﺎء واﻟﻣرﺳﻠﯾنوﻋﻠﻰ آﻟﮫ 
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xABSTRAK
Nama : Sitti Mutmainnah Syam
Nim : 10100112013
Judul : Formalisasi Penerapan Syari’at Islam di Indonesia 
(Studi Perbandingan Nahdlatul Ulama dan Hizbut 
Tahrir di Makassar)
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena perkembangan gerakan 
pemikiran Islam konservatif, yang mengusung formalisasi syari’at Islam, gerakan yang 
berpandangan bahwa tidak ada ruang untuk memodifikasi dan menafsirkan syari’at, 
diwakili oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sementara terdapat organisasi Islam lainnya 
yang memiliki corak pemikiran moderat bahwa syari’at dapat diformulasi agar sesuai 
dengan perkembangan waktu dan ruang sehingga bisa menjadi Rahmatan lil alamin, 
berdasarkan latar belakangan tersebut, skripsi ini membahas tentang Formalisasi 
Penerapan Syari’at Islam di Indonesia, membandingkan antara pandangan Nahdlatul 
Ulama dan Hizbut Tahrir di Makassar. Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi dalam 
beberapa submasalah, yaitu Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir 
di Makassar tentang formalisasi penerapan syari’at Islam di Indonesia dan bagaimana 
konstribusi Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir di Makassar dalam usaha penerapan 
syari’at Islam di Indonesia.
Pemikiran kedua organisasi ini memiliki relevansi untuk dikaji dengan 
menggunakan pendekatan sosiologi dan syar’i, selanjutnya jenis penelitian ini adalah 
kualitatif, data yang diperoleh berasal dari hasil interview dan library research. adapun 
sumber data penelitian ini adalah anggota maupun pengurus Nahdlatul Ulama Makassar 
dan Hizbut Tahrir di Makassar, selain itu tekhnik pengumpulan data skripsi ini 
menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi melalui beberapa tahap, 
yaitu mengorganisasi data, koding data, editing, interpretasi lalu menarik kesimpulan.
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa keduanya menginginkan 
syari’at di terapkan, akan tetapi NU tidak terlalu menuntut adanya formalisasi 
syari’at, Islam diharapkannya menjadi spirit dalam menjaga etika dan moral 
dalam bernegara, sedangkan HTI menginkan tegaknya daulah khilafah dan 
formalisasi syari’at di Indonesia, karena sistem demokrasi yang sekuler 
menurutnya menyebabkan banyak kebobrokan yang terjadi dalam masyarakat. 
Penelitian ini memiliki implikasi untuk NU agar semakin mendorong masyarakat 
dan pemerintah agar konsekuen dalam menjalankan aturan yang telah ada demi ketertiban 
dan kesejahterakan rakyat, kedua untuk HTI agar tidak membuat jarak dengan 
pemerintahan sehingga mudah merealisasikan ide penerapan syari’at Islam, serta 
memperbaiki metode dakwah agar dapat diterima oleh seluruh umat Islam yang ada di 
Indonesia, dan untuk masyarakat, penelitian ini memberi gambaran bahwa kedua 
organisasi masyarakat ini pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama yaitu menerapkan 
syari’at Islam di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak perlu menjadi penyebab 
pertentangan dan perdebatan yang berujung perpecahan. 
1BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, 
hal itu  tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia, perilaku 
pemeluk agama Islam tidak lepas dari syari’at yang ada dalam agamanya, sebab 
melaksanakan syari’at agama adalah salah satu parameter ketaatan seorang 
muslim dalam menjalannkan agamanya, syari’at Islam adalah hukum yang 
diambil dari Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah saw., selain berisi hukum, aturan 
dan panduan kehidupan, syari’at Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh 
masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga tidak ada 
satupun yang alpa dalam aturan Allah swt., hal ini terungkap dalam QS Al-
An’am/6:38 sebagai berikut:
َوَﻣﺎ ِﻣْﻦ َداﺑﱠٍﺔ ِﰲ اَْﻷْرِض َوَﻻ َﻃﺎِﺋٍﺮ َﻳِﻄُﲑ َِﲜَﻨﺎَﺣْﻴِﻪ ِإﻻﱠ ُأَﻣٌﻢ َأْﻣَﺜﺎُﻟُﻜْﻢ َﻣﺎ ﻓَـﺮﱠْﻃَﻨﺎ ِﰲ اْﻟِﻜَﺘﺎِب ِﻣْﻦ 
َﺷْﻲٍء ُﰒﱠ ِإَٰﱃ  َر?ِِّْﻢ ُْﳛَﺸُﺮون
Terjemahnya:
Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang 
terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. 
Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada 
Tuhanlah mereka dihimpunkan. 1
Hingga dewasa ini terdapat dua corak pemahaman terhadap syari’at yang 
berkembang dikalangan muslim Indonesia, yaitu muslim yang konservatif dan 
muslim yang moderat. Corak pertama memahami syari’at Islam sebagai doktrin 
agama yang berlaku sepanjang masa dan tidak ada ruang untuk memodifikasi, 
syari’at adalah semua peraturan yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah 
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta: Jumanatul Ali- Art, 
2005),  h. 132.
2Rasulullah saw., yang meliputi cara-cara manusia berhubungan dengan Allah 
(ibadah), dan cara-cara manusia berhubungan dengan sesamanya serta 
lingkungannya (muamalah) 2 yang tidak lagi membutuhkan penafsiran ulang 
berdasarkan tingkat peradaban ilmu pengetahuan manusia, bagi kalangan 
konservatif ini kemunduran dan persoalan manusia sekarang ini terjadi karena 
mengabaikan dan berpaling dari syari’at Islam, oleh karena itu untuk menciptakan 
kehidupan yang bermakna, harus dilakukan penegakan syari’at Islam, baik itu 
pada awalnya melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan atupun 
gerakan politik3, partai Islam, organisasi Islam, sampai masyarakat Islam,  dalam 
setiap aspek kehidupan secara formal termasuk mentekstualkan semua aturan 
Islam dalam Negara. Kedua, corak moderat menafsirkan syari’at Islam sebagai 
produk pemahaman manusia terhadap sumber-sumber ajaran Islam dalam konteks 
sejarah yang terus berkembang. Dalam hal ini pemahaman syari’at tidak bersifat 
final, dan karenanya syari’at Islam senantiasa diformulasi dan direformasi dengan 
tujuan agar Islam sesuai dengan perkembangan waktu dan ruang sehingga Islam 
senantiasa menjadi agama yang rahmatan lil-Alamin. Jika diamati perbedaan 
interpretasi kedua kalangan diatas lebih disebabkan oleh cara melakukan 
interpretasi teks keagamaan, pada kalangan konservatif, syari’at Islam dianggap 
sebagai teks baku yang tidak bisa diganggu gugat kebenaranya, teks dipisahkan 
dari konteks perkembangan ruang dan waktu serta dari kreativitas manusia, 
sedangkan dari kalangan moderat teks ditafsirkan dengan juga memperhatikan 
konteks perkembangan pemikiran, zaman, dan bahasa manusia.
Di Indonesia, semangat untuk menegakkan syariat Islam s e c a r a  
f o r m a l tidak pernah padam. Dari sebelum Indonesia merdeka, sampai sekarang 
formalisasi penerapan syari’at Islam di Indonesia menjadi topik yang selalu
hangat dibicarakan, dan menjadi perjuangan sebagian kelompok masyarakat,
semenjak Islam masuk ke negeri ini, kerajaan-kerajaan Islam senantiasa berusaha
untuk menegakkan syari’at di daerahnya. Setelah penjajahan Belanda berkuasa 
2 Lihat, Hamzah Ya’qub,  Pengantar Ilmu Syari’ah (Bandung:Diponegoro, 1995), h. 16.
3 Lihat, Deliar Noor, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: PT. 
Pustaka LP3ES, 1994), h. 116.
3pun, kerajaan Islam yang ada masih berusaha menegakkannya dikerajaan, 
walaupun secara berangsur-angsur hukum Barat ataupun adat diterapkan. 
Namun pergerakan Nasional yang bersifat Islam menempatkan penegakan 
syari’at Islam sebagai cita-cita. Setelah Indonesia merdeka, usaha
pemberlakuan syari’at Islam tidak juga berhenti. Ada yang dengan berangsur-
angsur menegakkannya dalam kehidupan politik, seperti misalnya perjuangan
diberlakukannya Piagam Jakarta di dalam Majelis Konstituante. Dan, terus-
menerus diperjuangkan umat Islam secara politik dan kultural meski belum
berhasil memberlakukan syari’at Islam secara total. Kendati demikian, di
pertengahan terakhir masa Orde Baru berkuasa, beberapa ketentuan syari’at
Islam sudah bisa diakomodir oleh Negara.
Wacana tentang formalisasi syari’at Islam semakin gencar dalam beberapa
tahun terakhir ini, dibuktikan dengan adanya seruan dan kampanye untuk
mengajak masyarakat untuk memformalisasikan syari’at Islam dalam segala
aspek kehidupan, seperti yang dilakukan o l e h  Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) 
dan Ikhwanul Muslimin, disisi lain terdapat juga organisasi  Islam yang selama ini 
dikenal sebagai organisasi Islam kebangsaan yang mengakui keberagaman dan 
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu organisasi
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam terbesar, 
selama ini keduanya dicitrakan sebagai pemberi warna dominan wajah Islam 
Indonesia yang moderat. Bersama Muhammadiyah dan simpul arus utama muslim 
lainnya, NU menerima Indonesia sebagai model final hidup bernegara yang 
bhinneka. Menurut kedua organisasi Islam kebangsaan ini, syari’at Islam tidak 
perlu diformalkan atau diberlakukan di level Negara, namun cukup diamalkan 
oleh orang Islam, pemaksaan penerapan syari’at Islam di tingkat Negara justru 
akan menimbulkan persoalan yang bisa memecah keutuhan Negara untuk itu
keduanya mengedepankan kaidah ushul fiqh, menarik kemaslahatan dan 
menghilangkan kerusakan (jalb al masalih muqoddamun ‘ala daf’ al mafasid) dan 
kaedah ke dua, apabila ada dua pilihan yang tidak menguntungkan, ambillah mana 
yang paling sedikit mudharatnya, (akhafu al darurain). Selain itu Undang-
Undangan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah sarat makna 
4agama meski tidak dibubuhkan stempel agama, kita bisa nasionalis tanpa 
mengesampingkan keberislaman kita, dalam Ensiklopedi nasional Indonesia,
nasionalisme diartikan sebagai berikut:
“ Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya 
persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama-sama 
sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan 
maju di dalam suatu kesatuan bangsa dan Negara serta cita-cita bersama 
guna mencapai, memelihara dan mengabadikan identitas, persatuan, 
kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan Negara bangsa yang 
bersangkutan”.4
Sangat jelas, bahwa nasionalisme Indonesia tidak mengabaikan 
persaudaraan keislaman yang lebih luas, atau persaudaraan umat manusia yang 
berangkat dari spirit persamaan derajat kemanusiaan. Di sisi lain, nasionalisme 
Indonesia bertumpu pada semangat persatuan yang menyimpul semua elemen
internal Indonesia tanpa melihat latar belakang etnis, agama, budaya dan 
bahasanya, untuk hidup sebagai satu bangsa dalam rumah bersama yaitu Negara 
Indonesia. Jadi, nasionalisme Indonesia lebih bermakna sebagai wihdah 
wathaniyah (persatuan bangsa dalam satu tanah air) yang memberi ruang bagi 
pluralitas, dan sejalan dengan hubbu al-wathan minal iman (cinta tanah air adalah 
bahagian dari iman). Maka tegasnya, nasionalisme Indonesia sama sekali 
bukanlah fanatisme kebangsaan (`ashabiyyah).
Dari sudut pandang Islam NU, nasionalisme Indonesia dapat dilihat dari 
dua sisi.  Pertama, ialah terwujudnya kesadaran sebagai satu bangsa dari kalangan 
etnis, agama dan budaya yang beragam dalam satu tanah air Indonesia. Sangat 
jelas manifestasi ajaran Islam tentang persatuan, sehingga tidaklah mungkin Islam 
akan menolaknya. Sementara sisi kedua ialah semangat untuk menjadi suatu 
bangsa yang hadir di tengah pergaulan antarbangsa di dunia. Dua sisi tersebut 
terangkum dalam QS Al-Hujurat ayat 13 berikut: 
4Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997), Jilid XI, h. 31.
5َﻳﺎ َأﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎُس ِإﻧﱠﺎ َﺧَﻠْﻘَﻨﺎُﻛْﻢ ِﻣْﻦ َذَﻛٍﺮ َوُأﻧْـَﺜﻰ َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻛْﻢ ُﺷُﻌﻮًﺑﺎ َوﻗَـَﺒﺎِﺋَﻞ ِﻟﺘَـَﻌﺎَرُﻓﻮا ِإنﱠ َأْﻛ َﺮَﻣُﻜْﻢ 
ِﻋْﻨَﺪ ا?ِﱠ َأﺗْـَﻘﺎُﻛْﻢ ِإنﱠ ا?َﱠ َﻋِﻠﻴٌﻢ َﺧِﺒٌﲑا
Terjemahnya:
“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa
diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahu lagi maha mengenal”.5
Ayat yang dikutip di atas adalah  titik temu antara realitas kebhinnekaan 
dan pesan-pesan Al-Qur’an tentang kemanusiaan mengilhami ideologi 
nasionalisme, dan terbentuknya Negara kebangsaan Indonesia. Kesadaran inilah 
yang menyemangati para ulama angkatan 1945, untuk menerima Negara 
Indonesia sebagai Negara hukum dengan ideologi6 serta sistem Negara pancasila. 
Kedua aspek ini sangat berkaitan erat dimana hukum dijadikan panglima 
sedangkan demokrasi dijadikan sebuah sistem 7 yang dapat mengakomodir, 
memberi rasa kebebasan dalam berpikir, memberi hak-hak pada masyarakat yang 
minoritas (persamaan hak) atau dalam arti singkatnya demokrasi yang berupa
suara atau kedaulatan rakyat juga harus memiliki sebuah arti perjuangan haruslah 
bersandar pada perjuangan kerakyatan  atau berpihak kepada kaum lemah yang 
tertindas 8 , disisi lain demokrasi sendiri membuka kran yang memberikan 
kebebasan berpikir dan berserikat hingga memberi ruang kepada organisasi seperti 
HTI yang menginginkan Indonesia menerapkan syari’at Islam meneriakkan 
tegaknya khilafah yang tentu secara tersirat menginginkan demokrasi diganti, 
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta: Jumanatul Ali- Art, 
2005), h. 517.
6 Lihat, Suprapto, Memerdekakan Indonesia kembali Perjalanan dari Soekarno Ke 
Megawati, (Jogyakarta:  IRCiSoD, 2004), h. 141.
7Lihat, Afan Gaffar,  Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar Cet. 5 th 2003), h. 7.
8Lihat, Gunawan, Runtuhnya Konsolidasi Demokrasi (Jogjakarta: pusat studi masyarakat, 
2002), h. 39.
6sebagai pegangan pemahaman organisasi yang mengusung formalisasi syari’at 
dalam Negara seperti HTI ini bahwa, secara teologis mereka mengimani terdapat 
doktrin Islam yang memuat perintah penerapan syariat Islam. 9 al-din wa al-
daulah (Islam adalah agama dan Negara) dan bahwa dasar Negara haruslah 
syari’at Islam jika tidak maka itu adalah kafir10, seperti yang tertera pada QS Al-
Maidah/5:44 sebagai berikut:
َوَﻣﻦ ﻟـﱠْﻢ َْﳛُﻜﻢ ﺑِـَﻤﺎ َأﻧَﺰَل ُﷲ َﻓُﺄْوَﻟـِﺌَﻚ ُﻫُﻢ اْﻟَﻜﺎِﻓُﺮوَن 
Terjemahnya:
"barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, 
maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir".11
Dalam pandangan HTI hanya Syari’at Islam yang dituntut oleh wahyu 
Allah swt. yang bisa mensejahterakan dan memberi sebuah keadilan bagi seluruh 
umat manusia dan sekaligus ideologi alternatif  atau antitesa terhadap sistem 
demokrasi yang dianggap sudah gagal dan tidak mampu memberikan 
kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia.
Dari faktanya diatas bahwa keinginan organisasi HTI untuk 
memformalitaskan penerapan syari’at Islam dalam bentuk kampanye dan gerakan 
marak terjadi, dan NU yang tetap konsisten dari awal kemerdekaan sampai saat ini 
menerima Negara Indonesia yang menganut demokrasi pancasila, sehingga skripsi 
ini ingin membandingkan organisasi NU Makassar dan organisasi HTI Makassar 
dalam menanggapi isu formalisasi penerapkan syari’at Islam di Indonesia.
9 Lihat, Adian Husaini, Syariat Islam di Indonesia: Problem Masyarakat Muslim 
Kontemporer, (Jakarta: lakpesdam Nu, 2002), h. 62.
10Sa’ Duddin As-Sayyid Shalih, Jaringan Konspirasi Menentang Islam, terj. Muhammad 
Thaib (Yogyakarta: Wihdah pres, 2004),  h. 170.
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta: Jumanatul Ali- Art, 
2005), h. 115.
7B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
a. Fokus Penelitian 
Fokus pada penelitian ini adalah membandingkan pandangan NU dan HTI
Makassar tentang formalisasi penerapan syari’at Islam di Indonesia.
b. Deskripsi Fokus
Agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami maksud judul skripsi 
ini, maka ada beberapa kata yang perlu diberi penjelasan sebagai berikut:
1. Formalisasi adalah penetapan secara sah atau resmi, yang dimaksud dalam 
skripsi ini adalah pentransformasian syari’at Islam menjadi konstitusi Negara 
Indonesia .
2. Syari’at adalah semua peraturan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah 
Rasulullah, yang meliputi cara-cara manusia berhubungan dengan Allah 
(Ibadah), dan cara-cara manusia berhubungan dengan sesamanya serta 
lingkungannya (mu’amalah), istilah ini lazim pula disebut secara lengkap 
syari’at Islam yang maksudnya adalah Hukum Islam.12
3. Nahdlatul Ulama adalah  sebuah organisasi Islam di Indonesia yang memiliki 
tujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah 
Waljama’ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
4. Hizbut Tahrir adalah organisasi Islam yang bertujuan mengembalikan kaum 
muslimin untuk kembali taat kepada hukum-hukum Allah, yakni hukum 
Islam, memperbaiki sistem perundangan dan hukum Negara yang dinilai 
tidak Islami atau kufur agar sesuai dengan tuntutan syari’at Islam.
Dengan demikian yang dimaksud dengan batasan judul skripsi tersebut 
12Hamzah Ya’qub,  Pengantar Ilmu Syari’ah  (Bandung:Diponegoro, 1995), h.16.
8dan yang menjadi kesimpulan penulis adalah pemahaman yang ingin 
didapatkan tentang formalisasi syari’at Islam menurut NU dan HTI Makassar.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan diatas, maka
pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu berkaitan dengan 
“Perbandingan pandangan NU dan HTI Makassar mengenai Formalisasi 
Penerapan syari’at Islam di Indonesia”. Agar masalah tersebut dapat dipahami 
dengan mudah dan jelas, maka penyusun membagi dalam sub masalah sebagai 
berikut :
1. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir di Makassar 
tentang Formalisasi penerapan syari’at Islam di Indonesia? 
2. Bagaimana konstribusi Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir di Makassar dalam 
usaha penerapan syari’at Islam di Indonesia?
D. Kajian Pustaka
Studi tentang formalisasi Syari’at Islam dalam pandangan salah satu 
organisasi Islam terbesar di Indonesia ini pada umumnya belum banyak, namun 
ada beberapa referensi yang berhubungan, antara lain:
1. Dalam buku Politik Syari’at Islam, karya Taufiq Adnan Amal dan Syamsu 
Rijal Panggabean, setidaknya hanya memaparkan dan mengidentifikasi 
beberapa gerakan atau organisasi keagamaan yang konsen terhadap isu-isu 
penegakan syari’at Islam dari awal kemerdekaan hingga hari ini, yakni 
adalah Darul Islam (SM. Kartosuwiryo NII), Komando Jihad (Warman-
Dewan Revolusi Islam Indonesia 70-80), Jamaah Imran, (Pecahan 
Komando Jihad Warman) ketiganya digolongkan dalam kategori sebagai 
“Pembentukan Negara Islam dan Penerapan syari’at Islam” . Sedangkan 
9Laskar Jihad-Jafar Umar Thalib cenderung Salafisme serta gerakan untuk 
merespon konflik saudara antar Kristen dan Islam. Front Pembela Islam 
(FPI) Habib Riziq Syihab (Alat Perwira dan Berubah Pada Isu Penegakan 
Syariat Islam). Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) organisasi 
kemasyarakatan Islam konsen pada penegakan syari’at Islam, imamah, dan 
jihad, kemudian ketiganya dikelompokkan pada  “organisasi Islam radikal 
penegakan syari’at Islam” dan ada beberapa daerah yang berkeinginan 
menerapkan syari’at Islam yakni Sulawesi Selatan, Riau, Banten, Cianjur, 
Tasikmalaya, Garut, Indramayu dan pamekasan”.13
2. Dalam juranal penelitian agama, Merunut Identitas Islam Indonesia 
(Kajian Histografi Menurut Ulama Kontemporer Yogyakarta, Perspektif 
Muhammadiyah, NU, HTI, dan MMI)  oleh Himayatul Ittihadiyah,
menerangkan bahwa ulama HTI dan MMI hanya dapat menerima identitas 
Islam yang menunjukkan ciri khas yang dapat dilihat sebagai tanda 
pengenal diri seperti halnya bentuk bangunan, model pakaian dan wujud 
fisik lainnya atau dalam termionologi lain disebut pendekatan Islam 
formalisme 14sedangkan diluar itu semua seperti Islam moderat ditolak, 
akan tetapi berbeda dengan cara pandang NU dan Muhammadiyah yang 
melihat Islam secara konferhensif atau tidak mempersoalkan berbagai 
identitas yang ada dalam Islam.
3. Masykuri Abdullah, dalam bukunya Formalisasi Syari’at Islam di 
Indonesia; Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas 15 Masykuri 
13Lihat Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rijal Panggabean,  Politik Syariat Islam Dari 
Indonesai Hingga Nigeria (Jakarta: pustaka alvabet,  2004),  h. 65-82.
14Lihat Himayatul Ittihadiyah, Merunut Identitas Islam Indonesia (Yogyakarta: Media 
Komunikasi, Penelitan Dan Pengembangan, 2000) , h. 586.
15Lihat Masykuri Abdullah, Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia, Sebuah Pergulatan 
Yang Tak Pernah Tuntas ( Jakarta: Renaisa, 2000), h. 1dan 7.
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menilai bahwa sebenarnya bukan berarti bahwa hukum atau syari’at Islam 
tidak diformalisasikan sama sekali di Negara ini karena pada kenyataannya 
syari’at Islam sudah diformalisasikan dalam bentuk hukum (Perkawinan, 
Hukum Haji, Hukum Zakat, dan Perbankan Islam)
4. Dalam buku Rakyat Kecil, Islam dan Politik karya Martin Van Bruinessen, 
bahwa didunia Kristen maupun Islam sebagian besar memaknai gerakan 
fundamentalisme sebagai gerakan yang anti terhadap modernitas, asumsi 
ini artinya Martin menggolongkan gerakan Islam yang ada adalah anti  
terhadap sistem demokrasi 16
Dari sekian tulisan yang pernah ada, tak satupun menguak perbandingan 
NU dan HTI Makassar mengenai formalisasi penerapan syari’at Islam dalam 
Negara Republik Indonesia sehingga penulis bermaksud menelitinya.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini 
mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir di 
Makassar tentang formalisasi penerapan syari’at Islam di Indonesia.
b. Untuk  mengetahui konstribusi Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir di 
Makassar dalam usaha formalisasi penerapan syari’at Islam di Indonesia.
2. Kegunaan
Dapat menambah Khasanah keilmuan bagi penulis, dalam rangka 
sumbangan pemikiran mengenai perbandingan pandangan Nahdlatul Ulama 
Makassar mengenai formalisasi penerapan syari’at Islam di Indonesia serta dapat 
16 Lihat Martin Van Bruinessen, Rakyat Kecil, Islam dan Politik (Yogyakarta: Yayasan 
Bentang Budaya, 1999), h. 209
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dijadikan sebagai bahan rujukan bagi Mahasiswa yang ingin mengkaji hal-hal lain 
mengenai penerapan syari’at Islam dalam suatu Negara. 
12
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Pengertian Syari’at, Fikih, dan Hukum Islam
a) Syari’at
Syari’at menurut bahasa berarti jalan menuju tempat keluarnya air untuk 
minum. Kata ini kemudian di konotasikan sebagai jalan lurus yang harus di ikuti.    
Menurut istilah, syari’at adalah hukum-hukum dan tata aturan Allah yang 
ditetapkan bagi hamba-Nya17 ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud 
dengan syari’at adalah aturan yang di syari’atkan oleh Allah atau dasar peraturan 
yang di syari’atkan oleh Allah agar manusia mengambil jalan dengannya di dalam 
berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama muslim, berhubungan 
dengan sesama manusia, berhubungan dengan keadaan dan juga kehidupan18.
Pada dasarnya kata syari’at dalam Islam mencakup seluruh petunjuk 
agama Islam, baik yang menyangkut masalah aqidah, ibadah, muamalah, etika 
dan hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Namun 
seiring berjalannya waktu, pengertian syari’at sendiri mengalami perkembangan, 
dimana pada masa perkembangan ilmu-ilmu agama Islam di abad kedua dan 
ketiga, masalah aqidah mengambil nama tersendiri yaitu ushuluddin, sedangkan 
masalah etika dibahas secara tersendiri dalam ilmu yang dikenal dengan istilah 
akhlak, karena itu, istilah syari’at sendiri dalam pengertiannya mengalami 
historical continuity, yang pada akhirnya menjadi menyempit, khusus mengenai 
hukum yang mengatur perbuatan manusia, atas dasar ini syari’at Islam identik 
17 Wawan Junaedi, Fikih,  (Jakarta: PT. Lista Fariska Putra,  2008),  h.  2.
18 Mahmud S, Al Islamu Al’aqidatu Was Syari’atu, (Jakarta: Darul Kutub, 1986) , h. 6.
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dengan kata hukum dalam arti teks-teks hukum dalam Al-Qur’an dan sunnah 
nabi.19
Mulanya syari’at diartikan sebagai agama, namun kemudian syari’at 
diartikan dan berfungsi sebagai hukum untuk mengatur hukum amaliah. 
Perbedaan antara agama dan syari’at itu hampir tidak dapat dipisahkan. Tetapi 
kalau dilihat dari segi penggunaanya, maka perbedaanya cukup jelas. Kalau 
agama dapat diberlakukan secara universal atau umum, sedangkan syari’at hanya  
berlaku secara khusus yakni bagi  umat tertentu yang kemungkinannya berbeda 
dengan umat  sebelumnya. Karenanya pengertian syari’at lebih khusus daripada 
agama.
Syari’at merupakan hukum amaliyah yang dibawa oleh para rasul dan 
tentunya setiap rasul berbeda ajaran yang disampaikan kepada umatnya. Syari’at 
senantiasa dipengaruhi oleh waktu dan tempat tergantung rasul yang 
membawanya. Sehingga syari’at yang dibawa oleh rasul-rasul sebelum Nabi 
Muhammad saw. Berbeda tetapi melanjutkan dan menyempurnakan syari’at 
sebelumnya.
Sedangkan agama dapat diartikan secara universal yang inti dasarnya 
adalah tauhid, kemudian dalam pelaksanaan ibadah perlu memahami secara 
mendalam yakni melalui fiqih20
b) fiqih 
Fiqih secara etimologi yaitu Al-Fahmu, paham, fiqih berarti memahami dan 
mengetahui wahyu (baik al-Qur’an maupun sunah) dengan menggunakan 
penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui bahwa ketentuan hukum 
19 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam 
Politik Hukum Pemerintah Orde Baru dan Era Reformasi, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat 
Departemen Agama RI, 2008), h. 68.
20 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia, Rekonstruksi Perkara Tertentu, 
(Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.33.
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dari mukallaf (subjek hukum) dengan dalil-dalil yang rinci. Metode yang 
digunakan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum ini kemudian 
menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan ushul fiqih, yang dapat 
diterjemahkan dengan teori hukum Islam. Usul fiqih memuat prinsip-prinsip 
penetapan hukum berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan (pola penalaran bayani), 
kaidah yang berdasarkan rasio (penalaran tahlili) dan kaidah pengecualian 
(penalaran istihsani).21
Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, muatan terminologi fiqih tidak 
lagi bersifat umum, melainkan bersifat khusus pada hukum-hukum syari’at yang 
berkaitan dengan perbuatan manusia. Berdasarkan definisi tersebut, paling tidak 
ada empat hal yang membedakan istilah fiqih sebagai salah satu disiplin ilmu 
keislaman dengan selainnya, yaitu:
1) Fiqih adalah suatu ilmu, sebagai suatu ilmu, fiqih memiliki tema pokok 
dengan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip khusus. Karenanya, dalam 
mengkaji fiqih mujtahid para manggunakan metode-metode atau 
pendekatan tertentu, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, atau 
metode ijtihad lainya.
2) Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari’at, kajian dan ruang 
lingkup fiqih menyangkut ketentuan-ketentuan yang bersifat syar’i dan 
tidak mencakup pada persoalan di luar hukum syara’, seperti hukum-
hukum akal. Seperti satu adalah separuh dari dua, tidak termasuk ke dalam 
pengertian fiqih menurut istilah.
3) Fiqih adalah ilmu-ilmu syara’ yang bersifat amaliah. Kata amaliah 
menunjukkan bahwa hukum-hukum fiqih selalu berkaitan dengan 
perbuatan yang dilakukan manusia baik dalam bentuk ibadah maupun 
21 Alyasa Abu Bakar,  Ahli Waris Sepertalian Darah, (Jakarta: INIS, 1998), hl. 7.
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muamalah. Dengan demikian hukum-hukum di luar amaliah, seperti 
masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah iman (i’tiqadiyah) serta 
cabang-cabangnya tidak termasuk dalam kajian fiqih.
4) Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah 
yang ditimbulkan dari dalil-dalil yang tafsili. Artinya hukum-hukum fiqih 
diambil atau digali dari sumbernya yaitu nas Al-Qur’an dan hadis melalui 
proses istidlal (pencarian hukum dengan dalil), atau istinbat (deduksi atau 
penyimpulan), atau nazar (analisis). Pengetahuan tentang kewajiban shalat 
lima waktu, salah satu contoh, bukan termasuk dalam pengertian fiqih, 
karena itu secara langsung (tekstual) dapat ditemukan dalam nas. Adapun 
kata tafsili dimaksudkan adalah satuan dalil yang masing-masing 
menunjukkan kepada suatu hukum dari suatu perbuatan tertentu, apakah 
wajib, haram, makruh dan kategori hukum lainnya.22
c) Hukum Islam
Hukum Islam adalah Istilah khas keindonesiaan, Busthanul Arifin 
mengatakan bahwa hukum Islam merupakan kata ganti dari istilah syari’at dan 
fiqih. Penggantian ini telah menimbulkan kekacauan pengertian dan menimbulkan 
kesalahpahaman di masyarakat23, hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang 
diambil dari wahyu dan diformulasikan kedalam empat produk pemikiran hukum 
yaitu, fiqih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan serta 
teori sosiologi hukum yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di 
Indonesia24syari’at adalah landasan fiqih sementara fiqih adalah sebuah produk 
22 Saifuddin Al-Amidi, Ahkam Fii Usul Al-Ahkam (Kairo: Muassasah Al-Halabi, 1967), 
h. 8.
23 Amrullah Ahmad, dkk, Prospek Hukum Islam dalam Rangka Pembangunan Hukum 
Nasional di Indonesia, (Jakarta: PP IKAHA, 1994), h. 61.
24 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia, Rekonstruksi Perkara Tertentu, 
(Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.37.
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pemahaman terhadap syari’at, hukum Islam yang dimaksud konteks 
keindonesiaan adalah upaya memadukan antara fiqih dan syari’at dalam satu 
bingkai yaitu hukum Islam, keduanya tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus 
berjalan beriringan.
Meskipun syari’at dapat diartikan secara sempit dengan hukum, 
sebenarnya syari’at tidaklah sepenuhnya identik dengan pengertian hukum, 
hukum dapat dipahami sebagai ketentuan-ketentuan yang bersumber dari nash Al-
Qur’an dan Sunnah. Dengan demikian hukum itu adalah bagian dari syari’at, 
tetapi tidak dapat dipersamakan antara syari’at dan hukum. Perbedaan keduanya 
adalah jelas disebebkan karena syari’at itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya 
sebagai pembangun, sedangkan hukum yang tidak lain dari kandungan syari’at itu 
sendiri diketahui oleh para mujtahid setelah sedikit banyak menggunakan nalar 
pikirannya. Dengan demikian jika orang mencari sumber syari’at tentu saja tidak 
menemukan selain dari Allah dan Rasul-Nya, sedangkan menyangkut hukum, 
nalar dan ijtihad sudah merupakan salah satu sumbernya, meskipun menurut 
sebahagian orang hanya dalam kapasitas metode atau manhaj.25
B. Dasar -dasar Hukum Islam
1. Al qur’an
Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui 
perantara malaikat Jibril kedalam hati Rasulullah Muhammad bin ‘Abdullah 
dengan lafaz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk 
menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi 
undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi qurbah 
dimana mereka beribadah dan membacanya.
25 Lihat Azman,  Penerapan Syari’at Islam di Indonesia  Perspektif  Hizbut Tahrir 
Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.125.
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Al-Qur’an adalah yang dihimpun antara tepian lembar mushhaf yang 
dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas, yang 
diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, baik secara tulisan maupun lisan, dari 
generasi ke generasi, dan tetap terpelihara dari perubahan dan penggantian 
apapun.26
Al-qur’an terdiri atas bagian-bagian yang disebut juz, yang kemudian 
dibagi kedalam ruku’, tiap-tiap ruku’ terdiri atas beberapa ayat atau kalimat, baik 
yang panjang-panjang maupun yang pendek-pendek.
Dalam bentuk lain, Al-Qur’an terdiri dari 114 surah, yang setiap surahnya 
terdiri atas sejumlah ayat-ayat. Ada surah yang panjang dan adapula surah yang 
pendek. Yang terpanjang adalah surah Al-Baqarah, sedangkan yang terpendek 
adalah surah Al-Qautsar.27
Dalil bahwa Al-Qur’an adalah hujjah atas ummat manusia dan hukum-
hukumnya merupakan undang-undang yang wajib mereka ikuti adalah bahwa Al-
Qur’an dari sisi Allah dan disampaikan kepada mereka dari Allah melalui cara 
yang pasti (Qath’i), tidak ada keraguan mengenai kebenarannya. Sedangkan bukti  
bahwa Al-Qur’an itu dari sisi Allah adalah kemukjizatannya dalam melemahkan 
ummat manusia untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur’an28
Sebagian aspek kemukjizatan Al-Qur’an yang dapat dicapai oleh akal 
diantaranya adalah:
a. Keharmonisan struktur redaksinya, maknanya, hukum-hukumnya, dan 
teorinya 29.
26 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih ( Semarang : Dina Utama, 1994 ), h. 18.
27 Hamzah Ya’qub,  Pengantar Ilmu Syari’ah , ( Bandung: Diponegoro, 1995), h. 75.
28 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang : Dina Utama, 1994 ), h. 20.
29 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 26.
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b. Persesuaian Ayat Al-Qur’an dengan teori ilmiah yang dikemukakan ilmu 
pengetahuan30.
c. Pemberitahuan Al-Qur’an terhadap berbagai peristiwa yang hanya diketahui 
oleh Allah yang maha mengetahui terhadap hal-hal yang gaib31.
d. Kefasihan Lafazh Al-Qur’an, kepetahan redaksinya, dan kuatnya 
pengaruhnya32.
Hukum yang dikandung Al-Qur’an ada tiga macam, yaitu :
a. Hukum-hukum i’tiqadiyah, yang berkaitan dengan hal-hal yang harus 
dipercaya oleh setiap mukallaf, yaitu mempercayai Allah, Malaikat-Nya, 
Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya dan hari akhir .
b. Hukum moralitas, yang berhubungan dengan sesuatu yang harus dijadikan 
perhiasan oleh setiap mukallaf, berupa hal-hal keutamaan dan menghindarkan 
diri dari hal yang hina.
c. Hukum Amaliyah yang bersangkut paut dengan sesuatu yang timbul dari 
mukallaf, baik berupa perbuatan, perkataan, perjanjian hukum dan 
pembelanjaan. Macam yang ketiga ini adalah fiqih Al-Qur’an. Dan inilah 
yang dimaksud dengan sampai kepadanya dengan ilmu ushul fiqih.
Hukum-hukum amaliyah di dalam Al-Qur’an terdiri dari dua macam, 
yaitu:
a. Hukum-hukum ibadah, seperti: shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah, dan 
ibadah-ibadah lainnya yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia 
dengan Tuhannya.
30 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 28.
31 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 32.
32 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 33.
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b. Hukum muamalat atau  hukum yang buka ibadah, seperti : akad, 
pembelanjaan, hukum pidana, perdata, acara, tata Negara, Hukum ekonomi 
dan keuangan .33
Adapun nash-nash Al-Qur’an itu dari segi dalalahnya terhadap hukum-
hukum yang dikandungnya terbagi  menjadi dua bagian, pertama nash yang qath’i 
dalalahnya terhadap  hukumnya, yaitu nash yang menunjukkan kepada makna 
yang pemahaman makna itu dari nash tersebut telah tertentu dan tidak 
mengandung takwil serta tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya dari 
nash itu, misalnya firman Allah dalam QS An-Nisa/4:12 yang berbunyi:
َوَﻟُﻜْﻢ ِﻧْﺼُﻒ َﻣﺎ ﺗَـَﺮَك َأْزَواُﺟُﻜْﻢ ِإْن َْﱂ َﻳُﻜْﻦ َُﳍﻦﱠ َوَﻟﺪ  ...
Terjemahnya:
“Dan bagimu (suami-istri seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-
istri kamu jika mereka tidak mempunyai anak…”34
Ayat ini adalah qath’i dalalahnya, bahwa bahagian suami dalam kondisi 
seperti ini adalah seperdua, tidak bisa lainnya, kedua, nash yang zhanni 
dalalahnya terhadap hukumnya, yaitu nash yang menunjukkan atas suatu makna, 
akan tetapi masih memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna 
ini dan makna lainnya dimaksudkan darinya, misalnya pada surah QS Al-
Baqarah/2: 228 sebagai berikut:
َواْﻟُﻤَﻄﻠﱠَﻘﺎُت ﻳَـﺘَـَﺮﺑﱠْﺼَﻦ ِﺑَﺄﻧْـُﻔِﺴِﻬﻦﱠ َﺛَﻼَﺛَﺔ ﻗُـُﺮ وء  ...
Terjemahnya:
“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama 
tiga kali quru’…”.35
33 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 34
34 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya (Jakarta: Jumanatul Ali- Art, 
2005), h. 79.
35 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya, h. 36.
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lafazh Quru’i dalam bahasa Arab merupakan lafazh musytarak antara dua 
makna. Ia diartikan suci, dan menurut bahasa ia juga diartikan haidh. Nash 
menunjukkan bahwa wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri selama 
tiga kali quru’. Oleh karena itu, maka ada kemungkinan bahwa yang dimaksud 
adalah tiga kali suci dan ada kemungkinan pula bahwa yang dikehendaki adalah 
tiga kali haidh. Jadi lafazh ini tidaklah qath’i dalalahnya terhadap salah satu dari 
kedua makna itu. Oleh karena inilah, maka para mujtahid berselisih pendapat 
mengenai masa tunggu wanita yang ditalak, tiga kali haidh atau tiga kali suci.36
2. As-Sunnah 
Sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw, baik berupa 
perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqriri)37, sebagai penyempurna dari 
hukum yang terdapat dari Al qur’an.
Bukti-bukti atas kehujjahan sunnah banyak, antara lain :
1. Nash-nash Al-Qur’an. Sesungguhnya Allah swt. dalam beberapa ayat kitab 
Al-Qur’an telah memerintahkan untuk mentaati Rasul-Nya, dan menjadikan 
ketaatan kepada Rasul-Nya sebagai ketaatan Kepada-Nnya. Allah juga 
memerintahkan kepada kaum muslimin apabila mereka bertentangan kepada 
sesuatu untuk mengembalikannya kepada Allah dan Rasul. Dia juga tidak 
memberikan kebebasan memilih kepada orang yang beriman apabila Allah 
dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu hal. Bahkan Allah meniadakan iman 
dari orang yang tidak merasa tenteram menerima putusan Rasulullah saw. dan 
tidak menyerahkan kepadanya. Kesemuanya ini merupakan bukti dari Allah, 
bahwa pembentukan hukum syara’ dari Rasulullah saw. sekaligus merupakan 
pembentukan hukum syara’oleh Tuhan, yang wajib diikuti38
36 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih ( Semarang : Dina Utama, 1994 ), h. 38-39.
37 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 40.
38 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 42.
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2. Ijma para sahabat, baik pada masa hidup Rasulullah saw. maupun sesudah 
wafatnya, terhadap kewajiban mengikuti sunnahnya. Pada masa hidup Nabi, 
mereka melaksanakan hukum-hukumnya dan menjalankan segala perintah 
dan larangannya, apa yang dihalakan dan apa yang diharamkannya. Dalam 
kewajiban mengikuti itu, mereka tidak membeda-bedakan antara hukum yang 
diwahyukan kepadanya di dalam Al-Qur’an dan hukum yang keluar dari 
Rasulullah saw. kemudian setelah Rasulullah wafat, para sahabat apabila 
tidak menemukan hukum sesuatu yang terjadi pada mereka di dalam kitab
Allah, maka mereka kembali kepada sunnah Rasulullah saw. 
3. Bahwasanya Allah dalam Al-Qur’an telah mewajibkan kepada manusia 
sejumlah kewajiban secara global, tanpa  penjelasan, hukum-hukumnya dan 
cara pelaksanaannya tidak diterangkan dalam Al-Qur’an39, seperti perintah 
shalat, puasa, dan haji.
Adapun hubungan Sunnah dengan Al-Qur’an dari segi penggunaanya 
sebagai hujjah dan referensi sebagai istimbath hukum syara’, maka ia berada pada 
urutan setelah Al-Qur’an, dimana seorang mujtahid dalam mengkaji suatu kasus 
tidak akan mengacu kepada As-Sunnah kecuali apabila ia tidak menemukan 
hukum sesuatu yang ingin diketahui hukumnya di dalam Al-Qur’an, karena 
sebenarnya Al-Qur’an merupakan sumber pokok dalam pembentukan hukum 
Islam dan sumber pertamanya. Maka apabila Al-Qur’an menyebutkan nash 
terhadap suatu hukum, maka ia wajib diikuti, dan apabila tidak  menyebutkan 
nash mengenai hukum suatu  kasus, maka ia kembali kepada sunnah. Jika ia 
menemukan hukum dalam sunnah, maka ia mengikutinya.
39 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 44 dan 45.
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Adapun hubungan As-sunnah dengan Al-Qur’an dari segi hukum yang 
datang di dalamnya, maka sebenarnya sunnah tidak melampaui salah satu dari tiga 
hal:
1. Adakalanya As-Sunnah itu menetapkan atau mengukuhkan hukum yang 
telah ada dalam Al-Qur’an. Jadi, hukum tersebut mempunyai dua sumber 
dan dua dalil, yaitu, dalil yang menetapkan dari ayat-ayat Al-Qur’an dalil 
yang mengukuhkan berupa sunnah Rasul, di antara hukum-hukum dalam 
kategori ini adalah perintah untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, 
puasa Ramadhan, melaksanakan haji di Baitullah, larangan menyekutukan 
Allah, persaksian palsu, durhaka terhadap dua orang tua, membunuh jiwa 
seseorang tanpa hak, dan berbagai hal yang diperintahkan maupun yang 
dilarang lainnya, yang telah ditunjuki oleh Al-Qur’an dan dikukuhkan oleh 
sunnah Rasulullulah saw., dan dalil atas hukum itu dikemukakan dari 
kedua-duanya.
2. Adakaalnya As-Sunnah itu merinci dan menafsirkan terhadap sesuatu yang 
datang dalam Al-Qur’an secara global, membatasi terhadap hal-hal yang 
datang dalam Al-Qur’an secara mutlak, atau mentakhsish sesuatu yang 
datang di dalam secara umum. Diantara kategori ini adalah sunnah-sunnah 
yang menjelaskan tentang mendirikan shalat, menunaikan zakat , dan haji 
di Baitullah, karena sebenarnya Al-Qur’an telah memerintahkan untuk 
mendirikan shalat, menunaikan zakat,  dan melaksanakan haji di Baitullah, 
namun tidak menjelaskan jumlah raka’at shalat, kadar-kadar zakat, 
maupun manasik haji. Sunnah amaliyyah dan qauliyyahlah yang 
menjelaskan keglobalisasian ini. demikian pula Allah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba, sunnahlah yang menjelaskan jual-beli yang 
sah dan yang fasid, macam-macamnya riba yang diharamkan. Allah 
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mengharamkan bangkai dan sunnahlah yang menjelaskan maksud dari 
bangkai itu, yaitu selain bangkai lautan, dan lain sebagainya .
3. Adakalanya sunnah itu menetapkan dan membentuk hukum yang tidak 
terdapat dalam Al-Qur’an. Hukum ini ditetapakan berdasarkan sunnah dan  
nash Al-Qur’an tidak menunjukinya. Diantara sunnah yang dalam kategori 
ini adalah, pengharaman mengumpulkan (mengawini) seorang wanita dan 
bibinya (saudara perempuan ayahnya dan saudara perempuan ibunya) , 
pengharaman binatang buas yang bertaring, dan jenis burung yang 
bercakar tajam, dan pengharaman mengenakan kain sutera, dan memakai 
cincin bagi kaum laki-laki40
As-Sunnah ditinjau dari perawi-perawinya dari Rasululullah saw. dibagi 
menjadi tiga macam, yaitu:
a. Sunnah mutawatirah, yaitu sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. 
oleh sekumpulan perawi yang menuntut kebiasaannya, individu-
individunya itu tidak akan mungkin sepakat untuk berbohong, disebabkan 
jumlah mereka yang banyak, sikap amanah mereka, dan berlainannya 
orientasi dan lingkungan mereka, kemudian dari kelompok perawi ini, 
sejumlah perawi yang sepadan dengan yang meriwayatkan sunnah itu, 
sehingga sunnah itu sampai kepada kita dengan sanad masing-masing 
tingkatan dari para perawinya yang merupakan sekumpulan orang yang 
tidak mungkin  mengadakan kesepakatan untuk berdusta, mulai dari 
penerimaan sunnah itu dari Rasul sampai datang kepada kita. Diantara 
kategori sunnah mutawatirah ini ialah sunnah amaliyah dalam 
melaksanakan shalat, mengenai puasa, hajji, adzan dan lain sebagainya 
yang termasuk syiar agama yang diterima oleh kaum muslimin dari 
40 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 46 dan 48.
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Rasulullah melalui penyaksian langsung, atau pendengaran, kelompok dari 
kelompok, tanpa adanya pertentangan dari masa kemasa, atau dari daerah 
kedaerah, sedangkan dalam sunnah qauliyyah jarang sekali ditemukan 
hadits mutawatir ini.
b. Sunnah mashyurah, yaitu sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. 
oleh seseorang atau dua orang, atau tiga orang sahabatnya yang tidak 
mencapai jumlah tawatur (perawi hadits mutawatir), kemudian dari perawi 
atau para perawi ini sekumpulan orang yang mencapai tawatur 
meriwayatkannya, kemudian sekelompok perawi yang sepadan dengannya 
meriwayatkannya dari mereka, dan dari kelompok perawi ini sekelompok 
perawi lainnya yang sepadan dengan mereka meriwayatkan sunnah itu 
sehingga sunnah itu sampai kepada kita dengan suatu sanad, dimana 
tingkat pertama dalam sunnah itu mendengarkan perkataan Rasulullah atau 
yang menyaksikan tindakan beliau hanya satu orang, atau dua orang, atau 
beberapa orang, yang tidak mencapai jumlah kemutawatiran, sedangkan 
tingkatan-tingkatan sanadnya merupakan jumlah perawi yang mutawatir.
c. Sunnah ahad, yaitu sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. oleh 
perseorangan yang tidak mencapai jumlah kemutawatiran. Misalnya hadits 
oleh Rasulullah saw. oleh satu orang saja, atau dua orang saja, atau perawi 
ini perawi yang sepadannya meriwayatkan sunnah itu. Demikian 
seterusnya sehingga sampai kepada kita dengan suatu sanad yang seluruh 
tingkatannya adalah perseorangan, bukan kelompok yang mutawatir41.
41 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 49-51.
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3. Ijma’
Ijma’ menurut istilah para ahli ushul fiqih adalah kesepakatan seluruh para 
mujtahid di kalangan ummat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw.wafat 
atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian.
Adapun Rukun Ijma’, yaitu :
1) Adanya sejumlah para mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa.
2) Adanya kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam 
terhadap hukum syara’ mengenai suatu kasus atau peristiwa pada 
waktu terjadinya tanpa memandang Negara mereka, kebangsaan 
mereka ataupun kelompok mereka.
3) Bahwasanya kesepakatan mereka adalah dengan mengemukakan 
pendapat masing-masing dari para mujtahid itu tentang pendapatnya 
yang jelas mengenai suatu peristiwa.
4) Bahwa kesepakatan dari seluruh mujtahid atas suatu hukum itu 
terealisir.42
Menurut suatu riwayat, bahwasanya Abu bakar ra. Apabila dihadapkan 
kepadanya orang-orang yang bersengketa dan ia tidak menemukan sesuatu yang ia 
putuskan diantara mereka baik didalam kitab Allah maupun sunnah Rasul-Nya, 
maka ia mengumpulkan tokoh-tokoh ummat Islam, dan orang-orang yang terbaik 
dari kaum mereka, kemudian ia mengajak mereka bermusyawarah, lalu apabila 
mereka bersepakat, maka iapun melaksanakan kesepakatan itu. Demikian pula 
yang dilakukan oleh Umar ra. Tidak diragukan lagi bahwa tokoh-tokoh ummat 
Islam dan orang-orang yang terbaik dari mereka yang dikumpulkan oleh Abu 
Bakar ra. pada waktu dihadapkan persengketaan tidaklah merupakan keseluruhan 
42 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 56-57
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tokoh-tokoh ummat Islam dan orang-orang terbaik dari mereka.  Karena diantara 
mereka terdapat sejumlah orang yang cukup banyak berada di Mekkah, di Syam, 
di Yaman, dan dimedan pertempuran. Tidak pernah disebutkan bahwa Abu Bakar 
ra. menangguhkan penyelesaian terhadap sengketa sehingga ia memperhatikan 
pendapat seluruh mujtahid dikalangan sahabat diberbagai Negeri, akan tetapi ia 
melaksanakan hukum yang disepakati oleh orang-orang yang hadir, karena 
sesungguhnya mereka adalah jama’ah, dan pendapat jama’ah lebih dekat dari 
kebenaran daripada pendapat perseorangan. Demikian pula yang pernah dilakukan 
oleh Umar ra. dan inilah yang disebut oleh fuqaha’ sebagai ijma’. Pada 
hakekatnya ia hanyalah pembentukan hukum Islam oleh jama’ah (kelompok), 
bukan perseorangan. Dan hal ini tidaklah ditemukan kecuali pada masa sahabat 
dan sebagian dinasti Umayyah di Andalusia, ketika mereka membentuk organisasi 
ulama pada abad kedua hijriyah, dimana mereka bermusyawarah mengenai 
pembentukan hukum Islam. Dalam biografi sebagian Ulama Andalusia seringkali 
disebutkan bahwa ia termasuk diantara ulama peserta musyawarah itu.
Adapun sesudah masa sahabat, selain masa senggang pada saat Daulah 
Umayyah berkuasa di Andalusia, maka ijma’ tidak terjadi. Ijma dari sebagian 
besar para mujtahid untuk menetapkan suatu hukum Islam tidak pernah terealisir. 
Pembentukan hukum Islam tidak muncul dari kelompok ulama, akan tetapi setiap 
individu dari para mujtahid bersikap mandiri dalam ijtihadnya di negerinya dan di 
lingkunya. 43
Adapun macam-macam ijma’ adalah sebagai berikut:
Ijma’ berdasarkan cara menghasilkannya terbagi dua macam, yaitu:
a. Ijma sharih, yaitu kesepakatan para mujtahid suatu masa atas hukum suatu 
kasus, dengan cara masing-masing dari mereka mengemukakan pendapat 
43 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 63-64.
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secara jelas melalui fatwa atau putusan hukum. Maksudnya bahwasanya 
setiap mujtahid mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang 
mengungkapkan pendapatnya secara jelas.
b. Ijma sukuti, yaitu sebagian dari mujtahid suatu masa mengemukakan 
pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus, baik melalui fatwa 
atau suatu putusan hukum, dan sisa dari mereka tidak memberikan 
tanggapan terhadap pendapat tersebut, baik merupakan persetujuan 
terhadap pendapat yang telah dikemukakan atau menentang pendapat itu.44
Ijma’ yang ditinjau dari segi bahwa ia mempunyai dalalah qath’i terhadap 
hukumnya atau dalalah zhanni, maka ijma’ juga terbagai dua macam, yaitu:
a. Ijma’ yang qath’i dalalahnya terhadap hukumnya. Inilah ijma’ sharih, 
maksudnya bahwasanya hukumnya dipastikan dan tidak ada jalan untuk 
memutuskan hukum yang berlainan dengannya dalam kasusunya itu, dan 
tidak ada peluang untuk ijtihad dalam suatu kasus setelah terjadinya ijma’ 
yang sharih atas hukum syara’ mengenai kasus itu.
b. Ijma’ yang zhanni dalalahnya atas hukumnya. Yaitu ijma’ sukuti, dalam 
arti bahwasanya hukumnya diduga kuat, dan ijma’ ini tidak mengeluarkan 
kasus tersebut dari kedudukannnya sebagai objek bagi ijtihad, karena ia 
merupakan ungkapan dari pendapat kelompok mujtahid, bukan 
keseluruhan mereka.45
4. Qiyas
Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat, menurut bahasa qiyas 
artinya ukuran, sedangkan menurut istilah hukum Islam adalah hukum yang telah 
tetap dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu 
44 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 64.
45 Abdul Wahhab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 65.
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benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat dan hukum 
yang sama dengan suatu benda atau perkara yang telah tetap hukumnya.
Dalam proses qiyas, ada empat faktor (rukun) yang harus dipenuhi, 
asalnya, cabangnya, hukum dan sifatnya, misalnya tentang haramnya hamar
(arak), hamar itu disebut asalnya. Sifatnya memabukkan dipandang sebagai 
sebabnya, maka setiap minuman lain yang sifatnya memabukkan dipandang 
sebagai cabangnya, dan dinyatakan hukumnya sebagai haram. Dari kriteria 
tersebut, dapat dikembangkan kepada minuman atau makanan lain, apabila 
terdapat kesamaan maka dihukumi sebagai khamar, misalnya narkotika.
Sikap para ulama mujtahid terhadap qiyas berbeda-beda, golongan 
Hanafiyah mementingkan dan mendahulukannya daripada hadis Ahad (tidak 
masyhur). Imam Ahmad Bin Hanbal membatasi diri dalam mempergunakannya, 
hanya dalam keadaan darurat saja, yaitu jika tidak ada nash dalam Al-Qur’an, 
hadits, atsar atau fatwa-fatwa sahabat walaupun dhaif. Sedangkan imam Malik 
dan imam Syafi’i menempuh jalan tengah. Pandangan moderat imam Malik 
nampak karena qiyas dipergunakan selama tidak ada nash dari Al-Qur’an, hadits 
dan atsar sahabat yang sah. Golongan hanafiyah lebih mengutamakan qiyas 
daripada hadits ahad, sedangkan golongan Syafi’iyah baru menggunakan qiyas 
apabila tidak ada nash Al-Qur’an dan hadits.46
C. Macam –Macam Hukum dalam Islam
Secara garis besar para ulama ushul fiqih membagi hukum kepada dua 
macam, yaitu, hukum taklifi dan hukum wadh’i, adapun penjelasan keduanya 
sebagai berikut:
1) Hukum taklifi menurut para ahli ushul fiqh adalah ketentuan-ketentuan 
Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan 
46 Hamzah Ya’qub,  Pengantar Ilmu Syari’ah ( Bandung: Diponegoro, 1995), h. 80-81.
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mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, 
anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan 
untuk berbuat atau tidak berbuat.
2) Hukum wadh’i adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang 
sebab, syarat, mani’ (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk 
melakukan hukum taklifi).
Dengan mengemukakan batasan dari dua macam hukum tersebut dapat 
deketahui perbedaan antara keduanya. Ada dua perbedaan mendasar antara dua 
macam hukum tersebut, yaitu :
a. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau 
memberi pilihan terhadap seorang mukalaf, sedangkan hukum wadh’i 
berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi. 
Misalnya, hukum taklifi menjelaskan bahwa sholat wajib dilaksanakan umat 
Islam, dan hukum wadh’i menjelaskan bahwa waktu matahari tergalincir di 
tengah hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya seseorang menunaikan shalat 
dzuhur.
b. Hukum taklifi dalam berbagai macamnya selalu berada dalam batas 
kemampuan seorang mukallaf. Sedangkan hukum wadh’i sebagiannya ada 
yang diluar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktifitas manusia.47
3 . Pembagian Macam-Macam Hukum
a. Hukum Taklifi
Hukum taklifi dibagi menjadi lima, yaitu:
a) Al-Ijab (kewajiban)
b) An-Nadb (kesunnahan)
c) At-Tahrim (keharaman)
47 Satria Efendi,M.Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana 2009), h. 40-41.
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d) Al-Karahah (kemakruhan)
e) Al- Ibahah (kebolehan).
1. Wajib
Secara etimologi kata wajib berarti tetap atau pasti. secara terminologi, 
seperti yang dikemukakan Abd. Al-karim Zaidan, ahli hukum islam 
berkebangsaan Irak, wajib berarti sesuatu yang diperintahkan (diharuskan) oleh 
Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang mukallaf, dan apabila 
dilaksanakanakan mendapat pahala dari Allah, sebaliknya apabila tidak 
dilaksanakan diancam dengan dosa.
Hukum wajib dari berbagai segi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. 
Bila dilihat dari segi orang yang dibebani kewajiban hukum wajib dibagi menjadi 
dua macam yaitu:
1) Wajib ‘aini, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah 
baligh dan berakal (mukalaf), tanpa kecuali. Kewajiban seperti ini tidak bisa 
gugur kecuali dilakukan sendiri. Misalnya, kewajiban sholat lima waktu sehari 
semalam, puasa dibulan Ramadhan.
2) Wajib kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf, 
namun bila mana telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam maka 
kewajiban itu dianggap sudah terpenuhi sehingga orang yang tidak ikut 
melaksanakannya tidak lagi diwajibkan mengerjakannya. Misalnya kewajiban 
sholat jenazah.
Bila dilihat dari segi kandungan perintah, hukum wajib dapat dibagi 
kepada dua macam:
a) Wajib mu’ayyan, yaitu: suatu kewajiban yang dituntut adanya oleh syara’ 
dengan secara khusus (tidak ada pilihan lain). Misalnya, sholat lima waktu, 
puasa Ramadhan, membayar zakat.
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b) Wajib mukhayyar, yaitu suatu kewajiban di mana yang menjadi objeknya 
boleh dipilih antara beberapa alternatif. Misalnya, kewajiban membayar 
kaffarat (denda melanggar).48
Bila dilihat dari waktu pelaksanaanya ada dua macam:
1) Wajib mu’aqqad, yaitu: sesuatu yang dituntut syar’i untuk dilakukan secara 
pasti dalam waktu tertentu, seperti shalat lima waktu. Masing-masing sholat 
itu dibatasi waktu tertentu, artinya tidak wajib sholat sebelum waktunya dan
berdosa jika mengakhirkan sholat tanpa udzhur.
2) Wajib mutlaq, yaitu sesuatu yang dituntut syar’i untuk dilakukan secara pasti 
tetapi tidak ditentukan waktunya, seperti menunaikan ibadah haji bagi yang 
mampu.
Dilihat dari segi ukurannya ada dua macam, yaitu:
a. Wajib muhaddad, yaitu kewajiban yang oleh syar’i telah ditentukan 
ukurannya, seperti zakat.
b. Wajib ghairu muhaddad, yaitu kewajiban yang oleh syar’i tidak ditentukan 
ukurannya, seperti bersedekah, infaq.49
2. Mandub
Kata mandub secara etimologi berarti “sesuatu yang dianjurkan”. Secara 
terminologi yaitu suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-nya 
dimana akan diberi pahala jika melaksanakannya. Namun tidak mendapat dosa 
orang yang meninggalkannya. Seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, 
mandub terbagi menjadi tiga tingkatan :
48 Satria Efendi,M.Zein, Ushul Fiqh, h. 43-46.
49 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka 
Amani, 1977), h. 146-151.
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a. Sunnah Muakkadah (sunnah yang dianjurkan), Yaitu perbuatan yang 
dibiasakan oleh Rasulullah saw. dan jarang ditinggalkannya misalnya salat 
sunnah dua rakaat sebelum fajar.
b. Sunnah ghoiru muakkadah (sunnah biasa), Yaitu sesuatu yang dilakukan 
Rasulullah saw. namun bukan menjadi kebiasaannya misalnya : melakukan 
salat sunnah dua kali dua rakkat sebelum shalat dzuhur.
c. Sunah Al-Zawaid, yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah sebagai 
manusia misalnya sopan santunnya dalam makan dan tidur.50
3. Haram
Pengertian haram menurut bahasa berarti yang dilarang. Menurut istilah 
ahli syara’ haram ialah pekerjaan yang pasti mendapat siksaan karena 
mengerjakanya. Sedangkan secara terminologi ushul fiqh kata haram berarti 
sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dimana orang yang 
melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa, dan orang yang 
meninggalkannya karena mentaati Allah, diberi pahala. Misalnya larangan 
berzina.
Dalam kajian ushul fiqih dijelaskan bahwa, sesuatu tidak akan dilarang atau 
diharamkan kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya bagi kehidupan 
manusia. Haram disebut juga muharram (sesuatu yang diharamkan). 51 Haram 
terbagi menjadi dua, yaitu:
a) Haram yang menurut asalnya sendiri adalah haram. Artinya bahwa 
hukum syara’ telah mengharamkan keharaman itu sejak dari permulaan, 
seperti zina, mencuri, shalat tanpa bersuci, mengawini salah satu 
muhrimnya dengan mengetahui keharamannya.
50 Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta:Kencana 2009).hlm:52-53
51 Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, h. 53-54
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b) Haram karena sesuatu yang baru. Artinya suatu perbuatan itu pada 
awalnya ditetapkan sebagai kewajiban, kesunnahan, kebolehan, tetapi 
bersamaan dengan sesuatu yang baru yang menjadikannya haram: seperti 
sholat yang memakai baju gosob, jual beli yang mengandung unsur 
menipu, thalaq bid’i (talaq yang dijatuhkan pada saat istri sedang haid).52
4. Makruh
Secara bahasa kata makruh berarti sesuatu yang dibenci, dalam istilah 
ushul fiqih kata makruh menurut mayoritas ulama ushul fiqih, berarti sesuatu yang 
dianjurkan syari’at untuk ditinggalkan akan mendapat pujian dan apabila 
dilanggar tidak berdosa. Seperti halnya berkumur dan memasukkan air ke hidung 
secara berlebihan di siang hari pada saat berpuasa karena dikhawatirkan air akan 
masuk kerongga kerokongan dan tertelan.53
5. Mubah
Secara bahasa berarti sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan, menurut 
para ahli ushul fiqih adalah sesuatu yang diberikan kepada mukallaf untuk 
memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Misalnya, ketika didalam 
rumah tangga terjadi cekcok yang berkepanjangan dan dikhawatirkan tidak dapat 
lagi hidup bersama maka boleh (mubah) bagi seorang istri membayar sejumlah 
uang kepada suami agar suaminya itu menceraikannya, dan juga termasuk mubah 
bila syar’i memerintahkan suatu perbuatan dan terdapat alasan yang menunjukkan 
bahwa perintah itu berarti mubah.
Abu Ishaq Al-Syathibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat membagi mubah 
kepada tiga macam:
52 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka 
Amani, 1977), h. 156.
53 Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana 2009), h. 58.
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1) Mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang pada sesuatu hal 
yang wajib dilakukan. Misalnya makan dan minum hukumnya mubah, 
namun mengantarkan seseorang sampai ia mampu mengerjakan 
kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti sholat dan 
mencari rezki. Mubah yang seperti ini bukan berarti dianggap mubah 
dalam hal memilih makan atau tidak makan, karena meninggalkan makan 
sama sekali dalam hal ini akan membahayakan dirinya.
2) Sesuatu baru dianggap mudah bilamana dilakukan sekali-sakali, tetapi 
haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Misalnya bermain, 
mendengankan musik.
3) Sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai 
sesuatu yang mubah pula. Misalnya membeli perabot rumah untuk untuk 
kepentingan kesenangan. Hidup senang itu hukumnya mubah dan untuk 
mencapai kesenangan itu memerlukan seperangkat persyaratan yang 
menurut esensinya harus bersifat mubah pula, karena untuk mencapai 
sesuatu yang mubah tidak layak dengan menggunakan sesuatu yang 
dilarang.54
b. Hukum Wadh’i
Hukum wadh’i terbagi menjadi tiga. Berdasarkan penelitian, telah 
ditetapkan bahwa Hukum wadh’i adakalanya menjadikan sesuatu sebagai sebab, 
syarat, mani’55.
1. Sebab
Sebab menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang 
kepada sesuatu yang lain. Menurut istilah ushul fiqih, sebab yaitu sesuatu yang 
dijadikan oleh syari’at sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab 
54 Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, h. 60-61.
55 Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, h. 61-62.
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sebagai tanda bagi tidak adanya hukum”.56 Misalya, tindakan perzinahan menjadi 
sebab (alasan) bagi wajib dilaksanakan hukuman atas pelakunya, tindakan 
perampokan sebagai sebab bagi kewajibannya mengembalikan benda yang 
dirampok kepada pemiliknya, melihat anak bulan Ramadhan menyebabkan 
wajibnya berpuasa. 
2. Syarat
Hukum wadh'i yang kedua adalah syarat. Syarat secara bahasa yaitu 
sesuatu yang menghendaki adannya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. 
Sedangkan menurut istilah ushul fiqih adalah sesuatu yang tergantung kepadanya 
ada sesuatu yang lain, dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu. Seperti wudhu 
adalah syarat bagi sahnya sholat apabila ada wudhu maka shalatnya sah, namun 
adanya wudhu belom pasti adanya shalat, adanya pernikahan merupakan syarat 
adanya thalaq, jika tidak ada pernikahan maka tentu saja thalaq tidak akan terjadi.
Para ulama ushul fiqh membagi syarat kepada dua macam, yaitu:
a) Syarat syar’i, yaitu syarat yang datang langsung dari syari’at sendiri. 
Contoh, semua syarat yang ditetapkan oleh syar’i dalam perkawinan, jual 
beli, hibah, dan wasiat.
b) Syarat ja’li, yaitu syarat yang datang dari kemauan orang mukallaf itu 
sendiri. Contoh Syarat yang ditetapkan suami untuk menjatuhkan thalaq 
kepada istrinya dan ketetapan majikan untuk memerdekakan budaknya. 
Artinya jatuhnya thalaq atau merdeka itu tergantung pada adanya syarat, 
tidak adanya syarat pasti tidak akan ada thalaq atau merdeka. Bentuk 
kalimat thalak adalah sebab timbulnya thalaq, tetapi jika telah memenuhi 
syarat. 57
56 Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, h. 62.
57 Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, h. 64-66
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3. Mani’ (penghalang)
Mani’ adalah sesuatu yang adannya meniadakan hukum atau membatalkan 
sebab. Dalam suatu masalah, kadang sebab syara’ sudah jelas dan memenuhi 
syarat-syaratnya, tetapi ditemukan adanya mani’ (penghalang) yang menghalangi 
konsekuensi hukum atas masalah tersebut. Sebuah akad misalnya dianggap sah 
bilamana telah memenuhi syarat-syaratnya dan akad yang itu mempunyai akibat 
hukum selama tidak terdapat padanya suatu penghalang (mani’). Misalnya akad 
perkawinan yang sah karena telah mencukupi syarat dan rukunnya adalah sebagai 
sebab waris-mewarisi. Tetapi masalah waris mewarisi itu bisa jadi terhalang jika 
suami membunuh istrinya atau sebaliknya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan 
bahwa tidak ada waris-mewarisi antara pembunuh dan terbunuh.
Para ahli ushul fiqh membagi mani’ kepada dua macam:
1. Mani’ Al-hukm, yaitu sesuatu yang ditetapkan syari’at sebagai penghalang 
bagi adanya hukum. Misalnya, keadaan haidnya wanita itu merupakan 
mani’ bagi kecakapan wanita untuk melakukan shalat, oleh karena itu 
shalat tidak wajib dilakukannya pada waktu haid.
2. Mani’ As-sabab, yaitu suatu yang ditetapkan syari’at sebagai penghalang 
bagi berfungsinya suatu sebab sehingga dengan demikian sebab itu tidak 
lagi mempunyai akibat hukum. Contohnya, bahwa sampainya harta 
minimal satu nisab, menjadi sebab bagi wajib mengeluarkan zakat harta itu 
karena pemiliknya sudah tergolong orang kaya. Namun jika pemilik harta 
itu dalam keadaan berhutang dimana hutang itu bila dibayar akan 
mengurangi hartanya dari satu nisab, maka dalam kajian fiqih keadaan 
berhutang itu menjadi mani’ bagi wajib zakat pada harta yang dimilikinya 
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itu. Dalam hal ini, keadaan berhutang telah menghilangkan predikat orang 
kaya sehingga tidak lagi dikenakan kewajiban zakat harta.58
D. Praktek Pemerintahan Islam masa Nabi dan Khulafaurasyidin
1. Pada masa Rasulullah saw.
Mula-mula Nabi mengajarkan Islam di Mekah dengan cara sembunyi-
sembunyi. Pada waktu itu orang-orang Islam yang jumlahnya yang masih sedikit, 
kalau hendak shalat bersama-sama mereka keluar dari kota dan berkumpul disalah 
satu daerah perbukitan di sekitar kota Mekah. Baru pada akhir tahun ketiga diawal 
kenabian, Nabi mulai menyiarkan agama yang dibawanya dengan cara terang-
terangan, yang kemudian berakibat makin meningkatnya tindakan permusuhan 
dan penganiayaan oleh orang-orang kafir Mekah, terhadap  orang-orang Islam. 
Belum cukup dua tahun sejak Nabi  menyebarkan Islam secara terbuka, tindakan 
permusuhan dan penganiayan itu sedemikian memuncak, sampai banyak diantara 
pengikut Nabi yang seakan-akan tidak tahan lagi menanggung deritanya, maka 
atas anjuran Nabi mereka mengungsi ke Abesinia, mereka berada di Negara
Afrika itu selama tiga bulan, kemudian pulang kembali ke Mekah karena 
mendengar berita bahwa suku Quraisy telah menerima baik agama yang diajarkan 
oleh Nabi . Tetapi ternyata berita itu tidak benar, dan bahkan mereka makin kejam 
terhadap pengikut-pengikut Nabi yang lemah, dan banyak umat Islam yang 
mengunsi lagi ke Abesenia dalam jumlah yang besar daripada pengunsian yang 
pertama, sementara itu Nabi sendiri tetap bertahan di Mekah.
Kemudian pada tahun kesebelas dari permulaan kenabian, terjadilah 
peristiwa yang nampaknya sederhana tetapi yang kemudian ternyata merupakan  
titik kecil awal lahirnya satu era baru bagi Islam dan juga bagi dunia, yakni 
perjumpaan Nabi di Aqabah, Mina dengan enam orang dari suku Khazraj, 
58 Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, h. 66-67.
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Yathrib, yang datang ke Mekah untuk haji, sebagai hasil perjumpaan enam tamu 
dari Yathrib itu masuk Islam dengan memberikan kesaksian bahwa tiada Tuhan 
selain Allah dan bahwa Muhammad adalah  utusan Allah. Sementara itu kepada 
Nabi mereka menyatakan bahwa kehidupan di Yathrib selalu dicekam oleh 
permusuhan antargolongan dan antarsuku, khususnya antara suku Khazraj dan 
suku Aus, dan mereka mengharapkan semoga Allah mempersatukan dan 
merukunkan golongan-golongan dan suku-suku yang selalu bermusuhan itu 
melalui nabi. Mereka berjanji kepada nabi akan mengajak penduduk Yathrib 
untuk masuk Islam.
Pada musim haji tahun berikutnya, tahun keduabelas dari awal kenabian, 
duabelas orang laki-laki penduduk Yathrib menemui Nabi ditempat yang sama, 
Aqabah. Mereka selain mengakui kerasulan Nabi, atau masuk Islam, juga 
berbaiat, atau berjanji kepada Nabi bahwa tidak akan mempersekutukan Allah, 
tidak akan mencuri, tidak akan berbuat zina, tidak akan berbohong, dan tidak akan 
menghianati Nabi. Baiat ini dikenal dalam sejarah Baiat Aqabah pertama.
Kemudian pada musim haji tahun berikutnya sebanyak tujuh puluh tiga 
penduduk Yathrib yang sudah memeluk Islam berkunjung ke Mekah. Mereka 
mengundang Nabi untuk Hijrah ke Yathrib, dan menyatakan lagi pengakuan 
mereka bahwa nabi Muhammad adalah Nabi dan pemimpin mereka. Nabi 
menemui tamu-tamanya itu ditempat yang sama dengan dua tahun sebelumnya, 
Aqabah. Ditempat itu mereka mengucapkan baiat bahwa mereka tidak akan 
mempersekutukan Allah, dan bahwa mereka akan membela Nabi sebagaimana 
mereka membela istri dan anak mereka. Dalam pada itu Nabi akan memerangi 
musuh-musuh yang mereka perangi dan bersahabat dengan sahabat-sahabat 
mereka. Nabi dan mereka adalah satu.
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Baiat ini dikenal sebagai Baiat Aqabah kedua. Oleh kebanyakan pemikir 
politik Islam, dua baiat itu, Baiat Aqabah pertama dan Baiat Aqabah kedua, 
dianggap sebagai batu-batu pertama dari bangunan Negara Islam. Berdasarkan 
dua baiat itu maka Nabi menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk hijrah ke 
Yathrib pada akhir tahun itu juga, dan beberapa bulan kemudian Nabi sendiri 
hijrah bergabung dengan mereka. 
Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yathrib, yang 
kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Yathrib atau Madinahlah untuk 
pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka dibawah 
pimpinan Nabi, dan berdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Mekah 
(Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memluk Islam, serta yang telah 
mengundang Nabi  hijrah ke Madinah (Ansar). Tetapi umat Islam dikala itu bukan 
satu-satunya komunitas di Madinah. Diantara penduduk Madinah terdapat juga 
komunitas-komunitas lain, Yaitu orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab 
yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala. Dengan kata 
lain, umat Islam di Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk.
Tidak lama setelah nabi menetap di Madinah, atau menurut sementara ahli 
sejarah belum cukup dua tahun dari kedatangan Nabi di kota itu, beliau 
mempermaklukkan satu piagam yang mengatur kehidupan dan hubugan antara 
komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang 
majemuk di Madinah. Piagam tersebut lebih dikenal sebagai piagam Madinah.
Banyak diantara pemimpin dan pakar ilmu politik Islam beranggapan 
bahwa piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi Negara 
Islam yang pertama dan yang didirikan oleh Nabi di Madinah. Oleh karenanya 
telaahan yang seksama atas piagam itu menjadi sangat penting dalam rangka 
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kajian ulang tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan59, sebab  satu hal 
yang patut dicatat bahwa piagam Madinah, yang oleh banyak pakar politik 
didakwakan sebagai konstitusi Negara Islam yang pertama itu, tidak menyebut 
agama Negara.
Di Negara baru Madinah bagi umat Islam nabi Mauhammad adalah segala-
galanya, beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian 
sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala Negara, dalam kehidupan sehari-hari 
sukar dibedakan antara petunjuk-petunjuk mana yang beliau sampaikan sebagai 
utusan Tuhan dan mana yang beliau berikan sebagai pemimpin masyarakat atau 
kepala Negara. Demikian pula dalam hal prilaku beliau, hubungan antara umat 
Islam dengan beliau adalah hubungan antar pemeluk agama yang beriman dengan 
ketaatan serta loyalitas yang utuh dan seorang pemimpin pembawa kebenaran 
yang mutlak dengan wahyu Ilahi sebagai sumber dan rujukan dan yang 
bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Oleh karenanya selain ungkapan-
ungkapan dan perilaku Nabi yang merupakan penjabaran atau peragaan dari 
ajaran-ajaran yang telah digariskan oleh Al-Qur’an, tidak banyak yang dapat 
digali dari periode itu untuk menemukan unsur-unsur bagi pola kehidupan 
bernegara. 60 Sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an, Nabi mengembangkan budaya 
musyawarah dikalangan para sahabatnya. Beliau sendiri meski seorang Rasul, 
amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soal-soal 
kemasyarakatan. Tetapi dalam berkonsultasi Nabi tidak hanya mengikuti satu pola 
saja, kerap kali bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat senior, tidak 
jarang pula beliau meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal 
yang dipersoalkan atau profesional. Terkadang beliau melemparkan masalah-
59 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara,  (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 
1990),  h. 8-10.
60 Munawir Sjadzali,  Islam dan Tata Negara,  h. 16.
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masalah kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya masalah-masalah yang 
mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat.61
2. Pada masa Abu Bakar
Saat wafat nabi, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa 
diantara para sahabat yang harus menggantikannya sebagai pemimpin ummat. 
Dalam Al-Qur’an maupun hadits tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara 
menentukan pemimpin ummat atau kepala Negara sepeninggalan beliau nanti, 
selain petunjuk yang sifatnya sangat umum agar Islam mencari penyelesian dalam 
masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam musyawarah, 
tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu harus 
diselenggarakan. Itulah kiranya salah satu sebab utama mengapa dalam pada 
empat Al-Khulafaurrasyidin itu ditentukan melalui musyawarah, tetapi pola 
musyawarah yang ditempuh beraneka ragam.
Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu 
pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah nabi wafat dan sebelum 
jenazah beliau dimakamkan. Itulah antara lain yang menyebabkan kemarahan 
keluarga Nabi, 62 sebab kedua menantu Nabi sekaligus sahabatnya tidak 
diikutsertakan dalam pertemuan tersebut yang sebelumnya tidak direncanakan 
karena dorongan keadaan.
Atas prakarsa kaum Anshar, musyawarah dilaksanakan dengan kaum 
muhajirin sehari setelah Rasulullah wafat di Tsaqifah Bani Saidah. Dalam 
pertemuan itu sebelum tokoh-tokoh Muhajirin hadir golongan Khazraj telah 
sepakat mencalonkan Saad bin Abu Ubadah (pemimpin suku khazraj) sebagai 
pengganti Nabi dalam pemerintahan. Tetapi suku Auz menolak sehingga terjadi 
perdebatan. Ketika Umar bin Khattab mengetahui peristiwa pertemuan kaum 
61 Munawir Sjadzali,  Islam dan Tata Negara,  h. 16-17.
62 Munawir Sjadzali,  Islam dan Tata Negara,  h. 21.
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Anshar itu, lalu diutuslah seseorang untuk menemui Abu-Bakar As-Shiddiq dan 
dalam perjalanan bertemu dengan Abu-Ubaidah bin Jarra’ (kaum Muhajirin) lalu 
diajak ikut serta. 
Perdebatan itu masih berlangsung termasuk dengan kaum Muhajirin, 
singkatnya, Abu Bakar lalu mengajukan dua tokoh Qurays yakni Umar bin 
Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarra’. Kaum Anshar dapat menerima pendapat 
Abu Bakar. Momen singkat itu dimanfaatkan oleh Umar untuk bangun dan 
menunjuk Abu Bakar untuk berbaiat dan menyatakan kesetaiaannya kepada Abu 
Bakar sebagai Khalifah. Alasannya Abu Bakar adalah sahabat yang paling 
disayangi Rasulullah dan hanya Abu Bakar yang pernah diminta untuk 
menggantikan menjadi imam shalat oleh Rasulullah. Gerakan ini diikuti oleh Abu 
Ubaidan bin Jarra’, selanjutnya diikuti oleh hadirin yang lain. Pengangkatan itu 
popular dengan istilah Baiat Tsaqifah di Balai Bani Saidah.63. 
Dalam mengembangkan kepemimpinannya, Abu Bakar senantiasa 
bermusyawarah, dalam memutuskan kebijakan bersama sahabat-sahabatnya,
Apabila terjadi suatu perkara, Abu Bakar selalu mencari hukumnya dalam kitab 
Allah. Jika beliau tidak memperolehnya maka beliau mempelajari bagaimana 
Rasul bertindak dalam suatu perkara. Dan jika tidak ditemukannya apa yang 
dicari, beliaupun mengumpulkan tokoh-tokoh yang terbaik dan mengajak mereka 
bermusyawarah. Abu Bakar memperluas Islam sampai ke Romawi, memerangi 
orang-orang yang murtad dan tidak mau membayar zakat, serta orang-orang yang 
mengaku Nabi.
3.Umar bin Khattab
Berbeda dengan pendahulunya, Abu Bakar mendapat kepercayaan sebagai 
khalifah kedua tidak melalui dalam satu forum musyawarah terbuka, tetapi 
63 Sabri Samin, Menguak Konsep dan Implementasi Ketatanegaraan Dalam Islam (Fiqih 
Dusturi, (Makassar: Alauddin Press: 2011),  h. 44-45.
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melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya. Pada tahun ketiga sejak 
menjabat khalifah, Abu Bakar mendadak jatuh sakit. Selama limabelas hari dia 
tidak pergi  ke masjid, dan meminta kepada Umar untuk mewakilinya menjadi 
Imam shalat. makin hari sakit Abu Bakar makin parah dan timbul perasaan 
padanya bahwa ajalnya sudah dekat. Sementara itu kenangan tentang pertentangan 
dibalai pertemuan Saidah masih segar dalam ingatannya, dia khawatir kalau tidak 
segera menunjuk pengganti dan ajal segera datang, akan timbul pertentangan 
dikalangan ummat Islam yang dapat lebih hebat daripada ketika Nabi wafat 
dahulu. Bagi Abu Bakar orang yang tepat menggantikannya tidak lain adalah 
Umar bin Khattab. Maka dia mulai mengadakan permusyawarahan tetutup dengan 
beberapa sahabat senior yang kebetulan menengoknya dirumah. Diantara mereka 
adalah Abdul Rahman bin Auf, dan Usman bin Affan dari kelompok Muhajirin, 
serta Asid bin Khudair dari kelompok Anshar.64 menurut W.Montgomeri Watt 
Umar terpilih dan diabait secara aklamasi oleh seluruh rakyat65 dimasjid Nabawi.
4. Utsman Bin Affan
Menjadi khalifah yang ketiga melalui proses lain lagi, tidak sama dengan 
Abu Bakar, tidak serupa pula dengan Umar. Dia dipilih oleh sekelompok orang 
yang nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar sebelum dia wafat, ada enam 
orang sahabat senior dan merekalah nanti sepeninggalannya yang harus memilih 
seseorang diantara mereka sebagai khalifah, yaitu Ali bin Abu Thalib, Utsman bin 
Affan, Saad bin Abu Waqqasah, Abd Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, dan 
Thalhah bin Ubaidillah, serta Abdullah bin Umar, putranya, tetapi tanpa hak 
suara, menurut Umar, dasar pertimbangan mengapa memilih enam orang tersebut, 
dan semuanya dari kelompok Muhajirin atau Quraiys, karena mereka berenam itu 
64 Munawir Sjadzali,  Islam dan Tata Negara,  (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 
1990),  h. 24.
65 Sabri Samin, Menguak Konsep dan Implementasi Ketatanegaraan Dalam Islam (Fiqih 
Dusturi, (Makassar: Alauddin Press: 2011), h. 45.
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dahulu dinyatakan oleh nabi sebagai calon-calon penghuni syurga, dan bukan 
karena mereka masing-masing mewakili kelompok atau suku tertentu66 oleh enam 
ini terpilihlah Usman bin Affan.
5.Ali Bin Abi Thalib
Pemilihan Ali Bin Abi Thalib sebagai Khulafaurrasyidin yang keempat 
berbeda pula dengan tiga pendahulunya, yaitu Ali Bin Abi Thalib dipilih dalam 
suasana ummat Islam sedang dalam kekacauan dan penuh fitnah sebagai akibat 
dari terbunuhnya Khalifah Usman Bin Affan. Pemilihannya dilakukan oleh 
ummat Islam Madinah, namun mendapat protes dari Gubernur Damaskus yaitu 
Muawiyah Bin Abi Sufyan yang kelak mendirikan Khalifah Bani umayyah. Protes 
Muawiyah tersebut bukan karena tidak setuju dengan diri peribadi Ali Bin Abi 
Thalib sebagai khalifah, akan tetapi Muawiyah meminta diusut terlebuh dahulu 
siapa pembunuh khalifah Usman Bin Affan, barulah kemudian dipilih dan 
diangkat khalifah. Hal ini menjadi pemicu konflik berkepanjangan antara 
pendukung Ali Bin Abi Thalib dengan pendukung Muawiyah Bin Abi Sufyan, 
menurut muawiyah, wilayah Islam telah meluas dan timbul komunitas Islam 
didaerah-daerah baru, maka hak untuk menentukan pengisian jabatan khalifah 
tidak lagi merupakan hak mereka yang berada di Madinah saja.
Dari keempat khalifah, tidak ada satupun yang sama cara 
pengangkatannya, tidak ada satupun di antaranya yang berdasar langsung dari Al-
Quran dan Al-Hadis, namun demikian semuanya telah diakui dan diterima oleh 
ummat Islam sebagai sebuah fakta dan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri oleh 
siapapun juga. Dan satu hal yang pasti bahwa keempat model pemilihan khalifah 
tersebut, tidak ada satupun di antaranya yang bertentangan dengan Al-Quran dan 
Al-Hadis, apalagi hal ini dilakukan oleh orang-orang yang memang betul-betul 
66 Munawir Sjadzali,  Islam dan Tata Negara,  (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 
1990),  h. 27.
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dekat dengan Nabi Muhammad saw. dan memahami substansi ajaran-ajaran Islam, 
sebab mereka adalah Assabiqunal Awwalun, Ashabi Rasulillah dan murid-murid 
langsung dari Rasulullah saw.
E. Perkembangan Islam di Indonesia
Perkembangan Islam di Asia Barat Daya sangatlah berbeda dengan 
perkembangan Islam di Indonesia, di kala bangsa Indonesia mulai mampu 
menyatakan reaksi perlawanannya terhadap penjajahan belanda secara modern 
sejak awal abad XX, ia telah tampil dalam dua sosok, yaitu kelompok yang 
disebut kaum pembaharu (modernis) dan kaum tradisionalis. NU digolongkan 
kepada kelompok yang terakhir. Penampilan NU secara sendiri maupun dalam 
berhadapan dengan kelompok lain di pentas sejarah Nusantara bertaut erat dengan 
perkembangan Islam di Indonesia sejak awalnya, dan watak kebudayaan 
Indonesia (khususunya Jawa) pra Islam. Islam masuk ke Indonesia bercorak 
sufistik, pengaruhnya yang kuat bergema dalam nama-nama tokoh tasawuf dari 
abad XVI dan XVII yang sangat dipengaruhi oleh mistik Persia, sejarah 
perkembangan Islam di Aceh mempunyai kaitan langsung dengan perkembangan 
tarekat-tarekat sufi dan tokoh-tokoh utamanya di Timur Tengah, sekurang-
kurangnya ada empat tarekat berpengaruh di Indonesia, yaitu tarekat Qadiriyah, 
Naksabandiyah, Shattariyah, dan Suhrawardiyah, masa kejayaan sufisme 
berlangsung pengaruhnya juga dirasakan di Indonesia, cerita tentang hukuman 
mati Siti Jenar di jawa, terlepas dari historis atau legendaries, merupakan versi 
Jawa dari riwayat tentang Al-Hallaj. Rupanya perkembangan lebih lanjut tentang 
sufisme mengarah kepada paham sunni atau ortodoksi, hal ini bisa terjadi 
kemungkinan sekali karena posisi Indonesia yang strategis bagi persinggahan 
pelayaran niaga, sehingga mudah menerima pengaruh pergolakan yang terjadi 
dibelahan bumi lainnya. 
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Yang menarik dari perkembangan Islam di Indoensia adalah 
perkembangan Islam di Jawa karena di Jawa Islam memasuki daerah yang sudah 
sangat kuat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Pada abad XV Majapahit makin 
pudar kekuasaanya, tetapi Islam yang sudah menapak di pantai utara Jawa makin 
memperkuat kedudukannya, dari pantai utara (Demak) Islam menerobos makin 
jauh kedalaman dan serentak dengan itu kerajaan Majapahit yang Hindu berakhir 
riwayatnya. Para para pahlawan yang menyebarkan Islam di Jawa yang dikenal 
Sembilan Wali atau Walisongo menyebarkan Islam melalui pendekatan 
kebudayaan, agama Islam yang dibawah oleh Walisongo menyesuaikan dengan 
kebudayaan Hindu di Jawa, corak sufisme dari Islam nampaknya mudah akrab 
dengan lingkungan Jawa, kehadiran Islam di Jawa dalam bingkai kebudayaan 
yang telah terbentuk sebelumnya dalam perpaduan kebudayaan Hindu dan 
kebudayaan asli (Jawa) melahirkan sikap bahwa kehadiran Islam bukanlah sesuatu 
yang baru untuk menggantikan yang lama tetapi menambahkan sesuatu kepada 
yang lama, candi tidak dibangun lagi, tetapi tidak pula dihancurkan, masjid 
dibangun secara besar-besaran, dan uniknya gaya arsitekturnya dipengaruhhi oleh 
corak Hindu-Jawa.
Dengan makin berkembangnya agama Islam kepedalaman Jawa, agama 
Islam yang semula berkembang oleh kaum pedagang di pantai utara mau tidak 
mau memasuki ruang lingkup pedalaman yang agraris tempat unsur keramat 
(karamah) dan berkat (barakah) sangatlah penting untuk melanggengkan 
kehidupan. Mungkin saja mula-mula ditolak tetapi kemudian dengan tangan 
terbuka setelah melakukan penyesuaian seperti yang dilakuakan oleh Wali Songo.
Setelah Belanda makin memperluas genggamannya di Nusantara maka 
bangkitlah perlawanan terhadap Belanda, disaat kesadara Nasional belum dikenal, 
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agama Islam melalui semboyan Hubbhul Wathon Minal Iman (cinta tanah air 
adalah sebagian dari Iman) menjadi motif perlawanan.
Namun, akhir abad XIX dan awal abad XX situasi telah berubah, hal ini 
terutama disebabkan oleh perubahan politik Belanda akibat paham Hurgronje, atas 
jasanya kebijaksanaan Belanda terhadap jajahannya Indonesia berdasarkan asumsi 
Islam tidak berbahaya, tetapi ia berbahaya secara politik, ada tiga kebijakan pokok 
belanda saat itu, pertama, Belanda harus netral dalam persoalan agama, kedua, 
asosiasi kebudayaan (mempromosikan kebudayaan Belanda dan merangkul 
kebudayaan pribumi) agar ada yang mengimbangi idensitas Islam, dan yang 
ketiga, mengawasi dengan ketat gerakan tarekat. Kebijakan Belanda ini 
mempunyai dampak yang luas dan dalam bagi bangsa Indonesia. Boleh dikatakan 
sejak itu bangsa Indonesia mulai mengenal modernisasi walaupun secara terbatas. 
Sebagaimana lazimnya sesuatu yang baru akan menimbulkan pergolakan. Ada 
yang menerima begitu saja kebudayaan Barat (Belanda). Ada pula yang menerima 
sambil terkenang kepada kejayaan masa lalu dalam kebudayaan. Ada juga yang 
memadu modernisasi Barat dengan agama, seperti kaum modernis Islam. Namun 
ada yang memanfaatkan modernisasi sebagai momentum membenahi diri dalam 
kesinambungan dengan tradisi. Yang terakhir inilah yang diambil oleh kalangan 
Islam tradisional dengan basis pesantren67.
67Einar Martahan,  Nu dan Pancasila (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989),  h.  33.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau kualitatif 
deskriptif , yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai 
objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. 68
Penelitian ini, menggambarkan perbandingan pandangan NU dan HTI Makassar 
mengenai formalisasi penerapan syariat Islam di Indonesia.
b. Lokasi Penelitian
Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini memilih lokasi pada 
Kota Makasaar, tepatnya di sekretariat NU Makassar Jalan Darul Ma’arif 
Kecematan Tallo Makassar dan di sekretariat HTI Makassar Jalan Inpeksi PAM, 
Antang Makassar, dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut 
memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, 
informasi dan dokumen yang dibutuhkan.
Untuk menjangkau sekretariat NU Makassar kita dapat melalui Jalan Ap. 
Pettarani, dari sebalah kanan jalan Tol melewati jalan bawah terowongan belok 
kiri lurus sekitar tiga lorong yang kita lewati terdapat pesantren Darul Ma’arif, 
sekretariat NU berada dipesantren Darul Ma’arif dekat Masjid Darul Ma’arif. Dan 
untuk menjangkau sekretariat HTI kita dapat melalui jalan Abdesir, lalu masuk di 
jalan sebelah kanan pasar Antang, sekitar 500 meter terdapat ruko yang menjual 
bahan bangunan, sekretariat HTI berada disebelah kanan ruko tersebut.
68Soejono Soekanto,  Metode Penelitian Hukum (Jakarta: UII  Pres,1984), h. 10.
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B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Sosiologis, dan syar’i.
a. Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan 
kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi, untuk memahami 
Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Makassar perlu adanya sebuah 
penelusuran secara objektif terhadap identitas Nahdlatul Ulama dan Hizbut 
Tahrir Makassar.
b. Syar’i adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan al-Qur’an dan al-
Hadist.
C. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan 
metode pengumpulan data primer dan sekunder.
a. Sumber data primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau 
penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan 
langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara  dan tanya jawab pada 
informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas.
b. Sumber data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau 
penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan 
mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, dan publikasi lainnya
D. Metode pengumpulan data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara dan dokumentasi.
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a. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari 
berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan 
menggunakan panca indera.69
b. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 
tertentu.70Adapun objek wawancara dalam penelitian ini adalah tokoh NU dan 
HTI Makassar yang terdaftar secara struktural dalam kepengurusan organisasi, 
atau Tokoh NU dan HTI yang tidak terdaftar dalam struktur organisasi tapi secara 
kultural sepaham dengan HTI atau NU Makassar.
c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat 
dokumen-dokumen yang ada di sekretariat NU dan HTI Makassar.
E. Instumen Penelitian
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan, 
maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan 
instrumen penelitian.Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati. Peneliti sendiri sebagai instrument 
dalam penelitian kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti 
dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan.
b. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data yang dianggap penting.
69Sutrisno Hadi, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.
70Esterbg, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Bumi Aksara, 
2002), h. 97.
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c. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini 
maka dapat meningkatkan keabsahan akan lebih terjamin.
d. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 
pembicaraan dengan informan. Penggunaan tape recorder dalam 
wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau 
tidak.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data 
dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data 
sekunder, lalu diklarifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis 
sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data sebagai 
berikut :
a. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun 
data tertulis
b. Proses data dengan cara memilah-milah data, sebagai berikut:
1) Koding Data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam 
penelitian, kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan 
pokok pangkal bahasan masalah dengan cara memberi kode-kode 
tertentu pada data tersebut
2) Editing Data adalah pemeriksaan data hasi penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui relevasi dan kesahihan data yang 
akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban permasalahan
3) Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan 
data yang sebelumnya telah dikategorikan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama di Makassar
Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 
Januari 1926 M) di Surabaya oleh beberapa ulama terkemuka yang kebanyakan 
adalah pemimpin atau pengasuh pesantren, pelopor utamanya adalah KH. Hasyim 
Asy’ari, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, pada 
tahun itu, tujuan didirikannya adalah berlakunya ajaran Islam Ahlussunnah Wal 
Jama’ah (Aswaja) dan menganut salah satu mazhab empat71.
NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, sebuah pola pikir yang 
mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim 
naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, 
sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas 
empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu 
Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi, kemudian 
dalam bidang fiqih mengikuti satu mazhab Syafi'i meskipun mengakui tiga 
mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam 
lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, 
mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang 
mengintegrasikan antara tasawuf dengan syari’at.
Organisasi NU menghimpun ulama, dan sebagai basis pergerakan ulama 
dan pengkaderan ulama, sehingga arti Nahdlatul Ulama adalah “kebangkitan 
Ulama” yang memiliki tujuan untuk menghimpun ulama, dalam rangka 
mempromosikan ajaran Islam menurut mazhab sunni dengan segala cara yang 
71 Th. Sumartana, dkk. Pluaralisme,konflik dan  Pendidikan Agama di Indonesia ( 
Yogyakarta: Dian Interfiedi 2001), 81-83.
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halal. Memelihara hal-hal yang berhubungan dengan masjid, anak yatim dan fakir 
miskin, dan membentuk badn-badan untuk meningkatkan usaha sosial keumatan 
sesuai  hukum Islam. Dalam perspektif syiyasah atau ketatanegaraan, NU sebagai  
wadah pergerakan yang mempelopori perkumpulan kebangkitan ulama,  
merupakan organisasi yang berasaskan Islam yang ajaran-ajarannya banyak 
mengandung perjuangan, secara ideologi dapat dipergunakan sebagai  gerakan 
untuk menumbangkan kekuasaan kaum penjajah, kenyataan ini dapat dibenarkan 
karena dalam masa kebangkitan nasinalisme Indoensia, rakyat lebih mudah 
terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang berasaskan Islam. Hal ini dapat dilihat pada 
anggaran dasarnya pasal 2 tahun 1926, bahwa kegiatan NU di masa penjajahan 
Belanda diarahkan pada pengembangan agama Islam, dengan cara-cara sebagai 
berikut:
1) Memperbanyak pengajian-pengajian agar umat Islam kembali dan sadar 
akan segala kewajiban terhadap agama, bangsa dan tanah air.
2) Sehubungan dengan penguasaan tanah hijaz oleh Ibnu Su’ud yang 
beraliran Wahabi, NU memperjuangkan berlakunya hukum-hukum ibadah 
dalam empat Mahzab di tanah Hijaz.
3) Mendirikan madrasah-madrasah di tiap-tiap cabang, untuk mempertinggi 
budi pekerti dan kecerdasan masyarakat.
4) Menuntut agar dicabutnya ordonansi guru 1925, yaitu tentang izin bagi 
guru-guru agama.
Sense setting sejarah berdirinya NU, bermula dari suatu kelompok 
diskusi taswīr al-afkār (potret pemikiran) yang dibentuk oleh K.H. Hasyim 
Ay’ari, K.H. Wahab Hasbullah dan K. H. Mas Mansur. Dari kelompok diskusi 
inilah kemudian dibentuk organisasi yang diberi nama jam’iyah nahdhah al-
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wathan (perkumpulan kebangkitan tanah air). Organisasi ini, bertujuan untuk 
memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan madrasah.
Pada tanggal 21-27 Agustus 1925, diadakan kongres al-Islam keempat di 
Yogyakarta, yang membahas persoalan “pemurnian ajaran Islam” dan 
masalah“khilāfah”. Disebabkan posisi yang tidak mengutungkan, dan dengan 
maksud untuk tetap mempertahankan terpeliharanya praktek keagamaan 
tradisional, seperti ajaran-ajaran mazhab yang empat, pemeliharaan kuburan Nabi 
saw., dan keempat sahabatnya di Madinah, maka lalu dibentuklah suatu komite 
yang diberi nama “Komite Merembuk Hijaz”. Komite inilah, yang kemudian pada 
tahun berikutnya, berubah nama menjadi Nahdlatoel Oelama (Nahdlatul Ulama) 
yang disingkat menjadi “NU” dan diketuai oleh K.H. Hasyim Asy’ari.
Dalam skala nasional, saham NU sangat banyak di saat pra dan detik-detik 
kemerdekaan RI. Diterimanya Pancasila dan UUD 1945 sebagai pilar konstitusi 
Negara RI merupkan sebuah perjanjian luhur bangsa yang tidak lepas dari peran 
Nasionalis dan pemuka NU. Sungguhpun dikatakan kelompok tradionalis, 
wawasan kebangsaan dan sikap kenegaraan para tokoh NU saat itu mencerminkan 
pola pemikiran yang dinamis dan modernis. Bisa dikatakan bahwa dalam periode 
tiga dasawarsa pertama ini, NU telah berhasil melakukan sebuah transformasi 
besar-besaran, khususnya di bidang sosial dan budaya.
Selepas proklamasi kemerdekaan, orientasi NU lebih terkonsetrasikan
pada transformasi bidang sosial-politik. Jasa para kiai dan warga NU dalam 
perang kemerdekaan, sangat memberi andil bagi kelangsungan Negara RI. Begitu 
juga keberadaan NU sebagai sebuah parpol pada pemilu tahun 1955 yang 
menempati urutan ke-3 (20% kursi) mampu memberikan arah perjuangan bangsa. 
Dalam situasi demikian, NU berkembang dan melebarkan sayapnya secara merata 
ke berbagai wilayah termasuk di Sulawesi Selatan, yang sebelumnya memang 
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telah didirikan Rabithatul Ulama sebagai organisasi berkumpulnya ulama yang 
berpaham Aswajah.
Rabithatul Ulama yang disingkat RA, adalah ormas embrio kelahiran NU 
pertama kali di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dibentuk pada 8 April 1950 atas 
prakarsa K.H Ahmad Bone, K.H Muhammad Ramli, K.H. Jamaluddin Assegaf 
Puang Ramma, Andi Mappayukki, K. H. Saifuddin, Mansyur Daeng Limpo dan 
beberapa ulama sejawatnya.
K.H. Ahmad Bone, wafat 12 pebruari 1972 pada usia 102 tahun, yang juga 
dikenal sebagai “Kali Bone” (qadhi atau hakim agama di bekas Kerajaan Bone) 
berjuang bersama dengan Raja Bone Andi Mappanyukki yang pertama kali 
membentuk organisasi ulama yang sejalan dengan paham NU di wilayah 
kerajaannya pada tahun 1930-an.
K.H. Muhammad Ramli berjuang di daerah Luwu, bersama dengan Raja 
Luwu, Andi Djemma. Kiai Nasionalis ini dikenal sebagai seorang Sukarnois di 
Palopo masa itu. Sementara para ulama Rabithatul Ulama lainnya yang 
kebanyakan menetap di kota Makassar, sebelumnya berjuang di kampung-
kampung kota, seperti di Bontoala, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia 
melawan Belanda.
Kepengurusan awal dipegang oleh K.H. Ahamd Bone sebagai ketua, 
sementara K.H. Muhammad Ramli sebagai wakilnya. Sekretaris dijabat oleh K.H 
Saifuddin, Qadhi Polewali, wakil sekretaris adalah K.H Jamaluddin Assegaf 
Puang Ramma sebagai Qadhi Gowa saat itu, dan H. Mansyur Daeng Limpo, 
mengetuai Bidang Pendidikan dan Dakwah.
Ulama lainnya yang bergabung dalam kepengurusan Rabithatul Ulama, di 
antaranya K.H Sayid Husain Saleh Assegaf (waktu itu menjabat sebagai Konsul 
NU Sulawesi Selatan), K.H. Paharu, K.H Muhammad Nuh, K.H Abdul Muin, 
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K.H. Muhammad Said, K.H Abdur Razaq, K.H Abdur Rasyid, K.H Abdul Haq, 
K.H. Muhammad Saleh Assegaf, KH Abdurrahman Daeng Situju, dan K.H. 
Muhammad Asap.
Kantor Rabithatul Ulama, beralamat di rumah kediaman K.H. Ahmad 
Bone, bertempat di Jalan Diponegoro, Distrik Matjini Aijo, Makassar. Di jalan itu 
pula terdapat makam pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro.
Pengurus Rabithatul Ulama kemudian menfasilitasi terbentuknya Partai 
Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan pada tahun 1952 atas permintaan K.H 
Wahid Hasyim (waktu itu sebagai Menteri Agama dan Ketua PBNU). Semua 
pengurus dan anggota Rabithatul Ulama bergabung ke NU. Kecuali K.H. 
Muhammad Saleh Assegaf dan K.H. Abdul Razaq tetap bertahan masing-masing 
di Masyumi dan di PSII. Demikian pula, ulama kharismatik K.H. Abddurrahman 
Ambo Dalle, pendiri DDI (Darud dakwah wal-Irsyad), yang sempat bertemu 
dengan K.H. Wahid Hasyim juga bertahan di PSII. Tapi semuanya tetap 
mendukung perjuangan NU dalam menegakkan Islam Ahlussunnah Waljamaah di 
tanah Bugis-Makassar.
Setelah ulama-ulama yang disebutkan tadi bergabung di NU, maka dengan 
sendirinya Rabithatul Ulama dinyatakan bubar, dan dibentuklah pengurus baru 
NU Sulawesi Selatan dengan struktur yang sama dengan Rabithatul Ulama yang 
disebutkan tadi. Dalam kepengurusan NU tersebut, Puang Ramma sebagai wakil 
sekertaris dan diberi tugas khusus di Kabupaten Gowa untuk memberikan 
pertimbangan kepada pemerintah mengenai masalah-masalah keagamaan yang 
muncul di tengah masyarakat.
Di Kabupaten Gowa, Puang Ramma yang kapasitasnya sebagai qadhi, 
mendirikan pengajian dan majelis ta’lim bagi kaum nahdliyyin, dan membuka 
forum bahtsul masail, yang membahas masalah-masalah keagamaan yang lebih 
57
aktual. Selain itu, forum ini juga berfungsi sebagai wadah kaderisasi ulama NU 
dengan menekankan pada pembelajaran pengajian kitab kuning.
Struktur kepengurusan NU, pada awal terbentuknya mencerminkan 
konfigurasi sosial masyarakat Bugis-Makasar, dengan empat pilarnya, yakni to 
panrita (ulama), to sugi (pengusaha), to acca (cendekiawan), dan to warani (kaum 
bangsawan dan anak muda). Keempat pilar ini dihimpun dalam jajaran pengurus 
dan karena kekuataan massa yang dimilikinya, Partai NU, menjadi kunci 
kemenangan NU di Sulawesi Selatan pada Pemilu tahun 1955. Mereka memberi 
kontribusi sekitar 12 persen bagi keseluruhan suara NU di tingkat Nasional.
Puang Ramma dan K.H. Muhammad Ramli, kemudian terpilih mewakili 
NU di dewan Konstituante (1956-1959) di Bandung. Saat menjalankan tugasnya 
sebagai anggota dewan, K.H. Muhammad Ramli wafat pada 3 Februari 1958 di 
Bandung, dan dimakamkan di Pemakaman Arab, Bontoala, Makassar. 
Sepeninggal ulama NU ini, Puang Ramma tetap di dewan dan menjalankan tugas 
sampai akhir periode, selanjutnya Puang Ramma mewakili NU di DPRD Sulawesi 
Selatan, dan sejak Muktamar NU ke-27 Situbondo, yang menetapkan bahwa NU 
kembali ke khittah 1926, Puang Ramma, tidak lagi menjadi anggota dewan, 
namun tetap berkonsentrasi pada pengkhidmatan NU, sampai akhirnya Puang 
Ramma dipercaya menjadi Rais Syuriah NU tahun 1977-1982, selanjutnya 
menjabat mustasyar PWNU Sulawesi Selatan sampai akhir hayatnya72.
B. Sejarah Singkat Hizbut Tahrir di Makassar
Pada proses penggalian data di lapangan, narasumber dari HTI sangat 
terbatas dan tertutup dalam merespon penelitian ini, akan tetapi mulai bersedia di 
wawancarai setelah mengetahui bahwa maksud penelitian ini hanya ingin 
menggali pandangan HTI mengenai formalisasi syari’at Islam, bukan untuk 
72 Mahmud Suyuti, “Profil Puang Ramma Salah Satu Pendiri NU Sulsel”, blog Mahmut 
Suyuti. http://bajibicara7.blogspot.co.id/ (04 Juni 2016).
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mengkategorikan dan memposisikan  HTI sebagai organisasi yang radikal,  
adapun tentang sejarah singkat HTI, Tidak diketahui secara pasti mengenai 
masuknya HTI di Indonesia, namun diperkirakan sekitar tahun 1982/1983. 
Masuknya HTI di Indonesia ini bermula dari ustadz Mama Abdullah bin Nuh, 
pengelola Pondok Pesantren Al Ghazali Bogor yang juga staf pengajar di Fakultas 
Sastra Universitas Indonesia, ia  mengajak seorang aktivis Hizbut Tahrir Australia 
yaitu Abdurrahman Al Baghdadi untuk menetap di Bogor, yang selanjutnya 
berinteraksi dengan para aktivis Islam di Masjid Al Ghifari, Institut Pertanian 
Bogor (IPB). Kemunculannya kepublik secara besar-besaran adalah ketika 
pertengahan tahun 2002 dengan diadakannya sebuah konferensi internasional 
tentang khilafah Islamiyah yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta.
Sedangkan HTI sendiri masuk ke Makassar diketahui sejak tahun 2002, 
yang diawali diutusnya beberapa aktivis muslim kampus, terutama aktivis 
mahasiswa Universitas Hasanuddin , salah satu diantaranya Hasanuddin Rasyid ke 
Malang untuk belajar tentang Islam dan Bahasa Arab. Tetapi setelah di Malang, 
para aktivis tersebut ternyata diperkenalkan dengan pemikiran-pemikiran HTI dan 
setelah mereka kembali ke Makassar, akhirnya para aktivis tersebut 
mensosialisasikan pemikiran-pemikiran HTI. Setelah beberapa tahun berjalan, 
maka dibentuklah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) HTI Sulawesi Selatan yang 
diketuai oleh Zamroni Ahmad. 
Berdsarkan observasi yang dilakukan pada kegiatan HTI Makassar, 
tercatat mempunyai basis yang kuat pada perguruan tinggi Negeri atau Swasta dan 
yang terbanyak adalah Universitas Hasanuddin. Hal ini sekali lagi membuktikan 
pandangan yang menyatakan bahwa kampus umum (bukan kampus Islam, UIN 
atau IAIN) merupakan lahan subur tumbuhnya gerakan-gerakan Islam. Aktivis 
gerakan ini biasanya tampil dengan sopan, teratur dan berpakaian serba putih atau 
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hitam ketika mereka melakukan unjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah yang 
dinilai banyak merugikan umat Islam. Rekruitmen anggota dengan melakukan 
kajian-kajian bersifat umum dan intensif dengan mekanisme masing-masing.
Seperti halnya ditempat lain, HTI di Makassar juga melakukan upaya-
upaya sosialisasi serta peduli terhadap persoalan-persoalan sosial dengan 
mengadakan masirah (Demonstrasi) atas beberapa kebijakan pemerintah serta 
merespon situasi dunia Islam seperti Palestina. Tetapi sampai saat ini, kegiatan 
masirah masih belum mengarah pada bentuk anarkhi, karena menurut HTI bahwa 
masirah atau demonstarsi ala HTI merupakan sekedar ibda’ur ra’yi yaitu aktivitas 
menyampaikan pendapat atau tuntutan tanpa disertai aktivitas kekerasan.
Meskipun dalam masirah itu, respon yang dilakukan berbeda-beda 
tergantung terhadap objek yang menjadi isu, tetapi dalam setiap masirah itu selalu 
terdapat simbol-simbol ala HTI seperti “Tegakkan Syariah dan Khilafah” atau 
“Khilafah adalah solusi”. Inilah yang menjadikan gerakan HTI mudah dikenali 
dalam setiap aktivitasnya.
Setelah pemilihan umum tahun 2004, tejadi setidaknya perubahan 
pandangan dari kalangan tokoh HTI untuk menjadikannya sebagai partai politik 
resmi yang mengikuti semua tahapan pemilu. Dalam HTI, sistem pemilihan 
umum dianggap hanya sebagai sekedar usub (metode), meskipun itu bagian 
demokrasi yang ditolak, tetapi tidak semua yang ada dalam sistem demokrasi 
tersebut harus ditolak, sebaliknya harus dilihat kasus perkasus.
Dari pembahasan terdahulu dapat diketahui bahwa HTI adalah gerakan 
yang memiliki ciri khusus dalam perjuangannya antara lain bahwa ia adalah 
gerakan yang secara eksplisit ingin membangun atau mendirikan kembali sistem 
pemerintahan khilafah seperti yang pernah ada dalam sejarah Islam.
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Pemerintahan khalifah itu bertujuan untuk menegakkan syar’iat Islam, 
sehingga dengan syar’iat Islam tercapai kesejahteraan dan ketenteraman dalam 
masyarakat. Seluruh kepentingan masyarakat haruslah menjadi tanggung jawab 
pemerintah atau Negara. Maksudnya adalah Negara mempunyai wewenang dan 
tanggung jawab dalam mengurus kepentingan masyarakat, baik dalam persoalan 
ibadah maupun muamalah, jadi bagi HTI, Negara sesuatu yang sangat vital bagi 
penegakan syar’iat. Inilah yang membedakan gerakan HTI dengan beberapa 
gerakan lain.
Diantara ciri yang lain juga adalah bahwa HTI menghindari konfrontasi 
fisik dengan kelompok lain. Dengan demikian, proses penyebaran ide dan gagasan 
hanya pada tataran perdebatan pemikiran (sira’tul fikri).73
C. Pandangan Hizbut Tahrir dan Nahdlatul Ulama di Makassar tentang 
formalisasi penerapan syari’at Islam di Indonesia.
1. Pandangan Hizbut Tahrir Mengenai Formalisasi Syari’at Islam di 
Indonesia
Bagi HTI, salah satu tujuan utama tegaknya daulah khilafah adalah 
penerapan syari’at Islam secara total. Sejak awal gerakan Islam militan seperti 
HTI mempunyai agenda pokok untuk menerapkan syari’at Islam, formalisasi 
syari’at Islam merupakan ketegasan dan kepastian hukum. Bagi HTI, penolakan 
terhadap formalisasi syari’at Islam membuat Islam menjadi mandul, Islam hanya 
menjadi agama ritual seperti Buddha dan Kristen. Islam tidak berkembang bila 
syari’at Islam tidak diformalkan, sehingga secara politik, Islam adalah bagian dari 
Negara yang tidak dipisahkan 74.
73 Lihat, Mahmuddin, Polemik Formalisme Agama di Sulawesi Selatan (Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 68-72.
74 Lihat Azman,  Penerapan Syari’at Islam di Indonesia  Perspektif  Hizbut Tahrir 
Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.178.
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Menurut humas HTI Makassar jika syari’at ditegakkan maka syari’at tidak 
akan bertentangan dengan agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, 
Katolik dan Konghucu karena sesungguhnya agama-agama lain hanya mengatur 
aspek bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, berbeda dengan Islam yang 
mengatur segala aspek dalam kehidupan, jika syari’at ditegakkan agama lain tidak 
akan dipaksakan memeluk agama Islam, Kristen tidak dipaksa menikah sesuai 
dengan syari’at, dan tidak pula dipaksa membayar zakat75.
Mendirikan Negara khilafah adalah fardhu bagi seluruh kaum muslimin, 
tidak ada pilihan dalam rangka menegakkannya. Mengabaikan pelaksanaannya 
merupakan kemaksiatan yang paling besar dan Allah akan mengazab dengan azab 
yang sangat pedih.
Pemahaman tentang khilafah bagi HTI adalah bagaimana sistem khilafah 
ditegakkan untuk menerapkan syari’at Islam, meskipun dalam sejarah Negara 
khilafah banyak mengandung persoalan dan terjadi pasang surut sistem khilafah 
tersebut, HTI tidak melihat pada masa  kritis saat kehancuran khilafah sebagai 
sesuatu kemunduran Negara khilafah, akan tetapi HTI menuding bahwa 
kemunduran Negara khilafah yang pada akhirnya runtuh yang diakibatkan oleh 
campur tangan asing dan penjajah Negara Barat yang sekuler dengan sengaja 
menghancurkan khilafah melalui demokrasi dan sekularisasi di tubuh lembaga 
kekhalifahan. Berangkat dari kecurigaan ini HTI melancarkan aksi anti Barat atau 
Negara-negara sekuler dan ingin merebut kembali sistem khilafah seperti pada 
masa kejayaannya76.
75 Dirwan (49 Tahun), Humas HTI Makassar, Wawancara, Makassar, 02 Maret 2016.
76 Lihat Azman,  Penerapan Syari’at Islam di Indonesia  Perspektif  Hizbut Tahrir 
Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.183.
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Konsep khilafah yang dibangun HTI merujuk kepada sistem khilafah yang 
pernah dijalani oleh daulah khilafah di masa silam. Periode Nabi, sahabat, dan 
masa daulah khilafah dijadikan sebagai referensi sistem kenegaraan. Konsep yang 
ditawarkan HTI tentang sistem khilafah adalah sistem kenegaraan untuk 
mengelola kehidupan secara politik dengan dasar-dasar Islam.
Menurut HTI pentingnya syari’at Islam diformalisasikan dalam kehidupan 
bernegara karena disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu:
a) Faktor eksternal
Sebuah fakta yang sulit untuk ditentang adalah bahwa Negara-
negara muslim saat ini berada dalam penjajahan Negara-negara Barat 
meskipun pada kenyataannya mereka merdeka dengan Negaranya masing-
masing, tetapi sesungguhnya mereka berada dalam dominasi dan 
cengkraman Negara-negara Barat tersebut. Umat Islam tunduk dibawah 
kepemimpinan demokrasi kapitalis dengan ketundukan yang 
membabibuta. Dalam aspek ekonomi, diterapkan  sistem ekonomi 
kapitalis, sementara dalam bidang militer Negara-negara muslim tersebut 
persenjataannya sangat tergantung pada Negara-negara Barat. Meskipun 
secara kasatmata Negara-negara muslim itu telah mengalami 
kemerdekaan, namun pengaruh dominasi Barat tetap tidak terhindarkan. 
Fasilitas-fasilitas  yang dinikmati oleh Negara-negara muslim atas 
banatuan Barat terutama Amerika dan Inggris, baik yang bersifat tekhnik 
maupun keuangan semakin menambah ketergantungan kepada Negara-
negara Barat tersebut. Oleh karena itu, dengan mudah progam-program 
serta kepentingannya dapat dilaksanakan.77
b) Faktor Ekternal
77 Lihat, Mahmuddin, Polemik Formalisme Agama di Sulawesi Selatan (Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 177.
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Melemahnya perhatian umat Islam terhadap ajaran Islam 
disebabkan oleh pengaruh pandangan Barat yang masuk ke dalam dunia 
Islam, sehingga sebagian umat Islam tidak memahami hukum-hukum 
atau syari’at Islam sendiri. HTI menganggap bahwa pemikiran sekulerlah 
yang memisahkan Islam dari kehidupan, dan membuat pemerintah, 
angkatan bersenjata, aparat keamanan dan penegak hukum, bahkan 
masyarakat sendiri  tidak mengetahui bagaimana memperlakukan warga 
minoritas yang adil dan benar menurut petunjuk Allah awt,.78disamping 
pengaruh pemikiran Barat atau sekuler, faktor lain secara internal adalah 
pergeseran metode mengajarkan Islam dengan mengabaikan fungsi 
Negara dalam menegakkan syari’at Islam. Sebagaian umat Islam saat ini 
berpandangan bahwa syari’at Islam adalah persoalan individu, sehingga 
Negara tidak berhak mengatur syari’at seseorang. Fungsi Negara dalam 
pelaksanaan syari’at Islam diabaikan dengan anggapan bahwa agama 
adalah hak azazi setiap individu sehingga Negara tidak berhak 
mencampurinya. Umat Islam lebih mementingkan pembinaan masyarakat 
melalui pembinaan akhlak tetapi tidak memperdulikan aturan-aturan 
yang terkandung dalam syari’at Islam.79
Di Negara Indoensia meski menganut paham pancasila, yang 
menyebutkan ketuhanan yang maha esa tapi tetap menerapkan sekularisasi 
menurut HTI, sekularisasi tersebut lalu kemudian melahirkan liberalisasi, 
demokrasi, dan banyak macam paham. Untuk memaknai nilai-nilai dalam 
pancasila butuh operasional, bagaimana menjalankan sila-sila didalamnya, 
penerapan Syari’at Islam bisa menjadi operasional dalam merealisasikan nilai-
nilai pancasila, sebab bukankah Negara ini pernah berganti-ganti paham, pernah 
78 Lihat, Mahmuddin, Polemik Formalisme Agama di Sulawesi Selatan, h. 179.
79 Lihat, Mahmuddin, Polemik Formalisme Agama di Sulawesi Selatan , h. 180-181.
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dijalankan dengan cara komunis, lalu dengan cara kapitalis, dan sekarang 
dijalankkan dengan cara neo liberalis, seharusnya nilai-nilai yang termuat dalam 
pancasila dijalankan secara Islam, seperti UUD Negara RI tahun 1945 ayat 3 yang 
menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Laut darat dan seluruh kekayaan alam dikelola oleh Negara kemudian 
hasilnya kembali disalurkan kepada masyarakat dalam pelayanan yang murah, 
pendidikan kesehatan gratis, meski sekarang ada BPJS, HTI tegas mengatakan 
bahwa pemerintah berbohong soal BPJS, sebab bunyinya asuransi sosial padahal 
keyatannya BPJS adalah jaminan sosial yang menuntut masyarakat harus bayar, 
padahal Negara harus mampu melayani masyarakarnya, sesuai dengan hadis 
Rasulullah bahwa manusia itu berserikat dalam tiga hal, pertama padang rumput, 
flora dan fauna Indonesia, yang kedua air, sumber daya laut, yang ketiga adalah 
energi, tambang, emas, nikel yang kesemuanya itu menurut UUD seharusnya 
dikelola  oleh Negara bukan malah diprivatisasi, menjual kepemilikan masyarakat 
menjadikan sebagai kepemilikan individu atau koorporasi, bagaimana 
mendapatkan untung yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan lagi sekitarnya, 
dan itu yang terjadi di Indonesia sehingga HTI mendorong bagaimana syari’at 
dijadikan sebagai acuan dalam meraih nilai-nilai mulia yang terkandung dalam 
pancasila, jangan liberaliseme, sekularisme, kapitalisme, sosialisme, tapi Islam80.
Ada tiga alasan HTI menolak sistem demokrasi, yaitu:
1. Karena yang merekayasa dan berdiri di belakang demokrasi adalah 
Negara-negara kafir Barat. Hal ini merupakan bentuk agresi budaya 
Barat terhadap Negara-negara Islam. Oleh karena itu, siapaun yang 
menerima demokrasi sebagai sistem, maka sesungguhnya ia menerima 
80 Dirwan (49 Tahun), Humas HTI Makassar, Wawancara, Makassar, 02 Maret 2016.
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agresi budaya tersebut dan mempunyai andil dari keberhasilan agresi 
tersebut. Ia juga termasuk kroni-kroni Barat.
2. Demokrasi adalah pemikiran yang utopis, tidak  layak 
diimplimentasikan. Manakala suatu Negara menerapkan sistem 
demokrasi, maka seringkali harus melakukan kebohongan-
kebohongan. Parlemen tidak menyusun hukum dan perundang-
undangan. Justru pemerintah yang mengajukan rancangan undnag-
undang, sedang parlemen tinggal memberikan persetujuannya. 
Parlemen tidak memilih pemerintah,  tetapi Negaralah yang menyusun 
pemerintahan. Parlemen hanya sekedar mengesahkan sebagai bentuk 
formalitas. Lebih lanjut, penguasa di Negara-negara demokrasi 
bukanlah lembaga parlemen, namun, sang pemimpin Negara. Dengan 
demikian sistem demokrasi merupakan pemikiran yang mustahil dan 
ilusi yang tidak mungkin diterapkan sepenuhnya yang seringkali 
diselimuti dengan kebohongan, manipulasi, rekayasa sehingga 
menyesatkan umat manusia.
3. Sistem demokrasi adalah sistem buatan manusia. Sistem tersebut 
disusun oleh manusia dan untuk manusia. Karena manusia tidak  
pernah terlepas dari kesalahan dan sesungguhnya Allah swt. yang 
terbebas dari kesalahan, maka sistem Allahlah yang  pantas dianut. 
Demikian menolak sistem Allah dan menganut demokrasi suatu 
kesalahan yang fatal yang mengakibatkan kehancuran.
Menurut HTI, Islam akan dirubah dari warna dan gambar aslinya yang 
dijadikan sebagai  agama dan ritual belaka, dengan demikian, ayat-ayat Al-Qur’an 
dan hadis-hadis Nabi saw. sebagai sumber utama hukum Islam akan dipangkas 
hingga sebatas teks-teks yang berkaitan dengan ibadah semata. Ayat-ayat dan 
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hadis-hadis tentang hukum, politik, pemerintahan, ekonomi, pertahanan, 
keamanan, politik luar negeri, jihad fi sabilillah, amar ma’ruf nahi mungkar, dan 
hukum-hukum pidana akan dimusnahkan dan dimasukkan kedalam museum. 
Demokrasi yang pada dasarnya adalah sekulerisme, menyiratkan adanya 
pemisahan agama dari kehidupan. konsekwensinya, jika masyarakat ingin 
demokratis, maka harus  mensekulerkan seluruh kehidupannya dan agama hanya 
dijadikan fenomena simbolik.81
HTI meyakini bahwa Allah swt,. telah menurunkan kepada manusia agama 
yang sempurna, yang mana tidak satupun masalah manusia yang tidak ada 
hukumnya dalam syari’at Islam. Karena itu, hukum syara’ adalah satu-satunya 
pedoman bagi kaum mukmin dalam seluruh perbuatannya, hukum syara’ dapat 
diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah, dan sumber lain yang ditunjukkan oleh 
keduanya yaitu ijma’ sahabat dan qiyas, hal ini juga yang menjadi landasan bagi 
HTI untuk menolak mengadopsi hukum dan perundang-undangan yang tidak 
bersumber dari keempat sumber itu dalam menjalankan urusan kehidupan 
manusia.82
HTI meyakini bahwa perubahan yang diperlukan adalah perubahan yang 
sampai keakar-akarnya yaitu perubahan sistem yang selama ini diikuti dengan 
sistem yang sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syari’at. Persepsi 
yang lain adalah terhadap relaitas buruk yang meliputi umat Islam dimana sistem 
kehidupan yang tidak menerapkan syari’at Islam menyebabkan terjadinya 
kebobrokan moral ditengah-tengah masyarakat. Penyakit-penyakit masyarakat 
tumbuh subur dalam kehidupan sehari-hari umat Islam seperti perjudian, 
81 Lihat, Mahmuddin, Polemik Formalisme Agama di Sulawesi Selatan (Makassar:
Alauddin University Press, 2012), h. 138-140.
82 Lihat Azman,  Penerapan Syari’at Islam di Indonesia  Perspektif  Hizbut Tahrir 
Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.188-
189.
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minuman keras, perampokan, pemerkosaan dan lain-lain, menyebabkan 
masyarakat mengalami kemerosotan akhlak atau moral. Di masyarakat dengan 
mudah ditemukan orang-orang yang secara terang-terangan melakukan 
kemaksiatan dan bersama dengan itu ditemukan orang-orang yang sangat aktif 
melakukan ibadah dan kebaikan. Hal ini menunjukan fenomena bahwa sebagian 
masyarakat atau umat kurang peduli terhadap kemaksiatan yang terjadi didepan 
matanya atau dilakukan dilingkungan terdekatnya. Kebobrokan moral juga terjadi 
melanda generasi muda, khususnya dikalangan umat Islam dan masyarakat 
terdekat dalam lingkungannya terutama orang tua sering tidak peduli terhadap apa 
yang dilakukan oleh anaknya. Penyebab dari ketidak pedulian tersebut karena 
sistem masyarakat yang sekuler dan individualis, sehingga tidak peka terhadap 
apa yang tejadi di sekelilingnya. Sebagian masyarakat merasa cukup dengan 
memperbaiki dirinya sendiri. Dengan demikian, sistem merupakan faktor utama 
terjadinya kebobrokan ditengah-tengah masyarakat tersebut83. 
Syari’at Islam bisa tegak karena ditopang oleh tiga pilar, pilar pertama 
adalah ketakwaan individu, individu sadar bahwa sebagai seorang muslim kalau 
melihat aurat harus menutup pandangan , sebagia muslimah kalau hendak keluar 
rumah harus menutp aurat. Pilar kedua adalah kontrol masyarakat, masyarakat 
memberi sanksi terhadap orang yang melanggar syari’at misalnya pada bulan 
ramadhan, tidak akan ada yang berani minum kopi di depan rumahnya di pagi dan 
siang hari, karena ketika tetangga melihat akan dianggap orang yang tidak benar, 
ketiga adalah penerapan sanksi oleh Negara, itulah sebabnya rasulullah 
mendirikan Negara ketika berada diyatsrib atau Madinah. Umpanya, dulu sebelum 
diberlakukan kacaspion harus dua, ketika masyarakat membeli motor baru hal 
pertama yang dilakukannya adalah mencopot kaca spion, akan tetapi begitu 
83 Lihat, Mahmuddin, Polemik Formalisme Agama di Sulawesi Selatan (Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 165-166.
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peratutan Negara mewajibkannnya maka masyarakat tak lagi mencopotnya, 
contoh lain, peningkatan alat kontarsepsi di Sulawesi Selatan ketika menjelang 
tahun baru, valentine dan april moop, alat-alat kontrasepsi terjual laku ketika 
valentens day, tapi sejak Danil Pomanto pada tahun 2015-2016 melarang 
penjualan souvenir valentine days, maka turun drastis penjualannya, itulah 
gunanya aturan diterapkan dalam Negara, agama dan Negara adalah dua saudara 
kembar, agama adalah pondasinya sedangkan Negara penjaganya, apa yang 
pondasinya lemah maka dia akan tumbang, dan apa yang tidak dijaga maka akan 
dilanggar.84 Misalnya lagi, semua sepakat bahwa riba adalah haram, tapi kenapa 
di Negara kita riba dijadikan jantung perekonomian Negara, seluruh aspek 
ekonomi bermasalah karena menggunakan sistem riba, jika sistem secara Islam 
maka tidak ada lagi praktek riba.85
Sistem demokrasi menurut HTI kedaulatan berada ditangan rakyat, yang 
berhak menentukan baik buruknya rakyat adalah demokrasi, rakyat pemegang 
kedaulatan dan segala hal terserah kesepakatan rakyat, boleh atau tidak diterapkan 
terserah rakyat, dan harus didiskusikan terlebih dahulu , hal yang mendapat suara 
terbanyak yang akan diikuti meskipun melanggar syari’at, rakyat dapat mengubah 
sistem ekonomi, politik, budaya, sosial, dan apapun sesuai dengan kehendaknya 
86 .  Dalam sistem syari’at yang memiliki kedaulatan adalah syari’at, yang 
menginterpretasikan hukum adalah ummat, dan hanya khalifah yang berhak 
melakukan adopsi terhadap hukum-hukum syara’. Khalifah yang berhak membuat 
undang-undangn dasar dan semua undang-undang yang lain. Dalam sistem 
khilafah tidak ada sistem jabatan dalam masa tertentu, batasannya apakah khalifah 
masih masih menerapkan hukum syara’ ataukah tidak. Selama khalifah masih 
84 Dirwan (49 Tahun), Humas HTI Makassar, Wawancara, Makassar, 02 Maret 2016.
85 Dirwan (49 Tahun), Humas HTI Makassar, Wawancara, Makassar, 02 Maret 2016.
86 Dirwan (49 Tahun), Humas HTI Makassar, Wawancara, Makassar, 02 Maret 2016.
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melaksanakan hukum syara’ dengan cara menerapkan hukum-hukum tersebut 
kepada seluruh manusia didalam pemerintahannya maka ia tetap menjadi khalifah 
meskipun jabatannya amat panjang dan lama, namun bila ia telah meninggalkan 
hukum syara’ serta menjauhkan penerapan hukum-hukum tersebut, maka 
berakhirlah masa jabatannya, meskipun masa jabatannya baru sehari semalam.
HTI secara konspetual dan paradigmatis sudah siap untuk merubah 
Indonesia menjadi Negara Islam dengan sistem daulah khilafah. Adapun agenda 
pokok HTI dalam mengubah konstitusi Indonesia sebagaimana dijelaskan pokok-
pokok dalam draf usulan amandemen UUD RI Tahun 1945 dapat disimpulkan 
sebagai berikut:
1) Indonesia harus berubah menjadi Negara Islam berbentuk 
kekhalifahan.
2) Keberadaan MPR dengan seluruh kewarganegaraannya di bidang 
legislasi sebagaimana lazimnya dalam sistem demokrasi tidak 
dibenarkan.
3) Kepala Negara dalam memegang kekuasaan harus berdasar Al-
Qur’an dan sunnah.
4) Kepala Negara (khalifah) satu-satunya pihak yang paling 
berwenang dalam melegislasi hukum (syari’at Islam) tanpa harus 
persetujuan kepada majelis umat.
5) Kepala Negara tidak harus orang Indonesia asli, yang paling 
penting adalah harus seorang muslim dan laki-laki dan syarat lain 
sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat kepala Negara.
6) Jabatan kepala Negara tidak dibatasi oleh waktu, dia berhak 
meemgang jabatan khalifah seumur hidup.
70
7) Majelis ummah tidak memiliki wewenang membuat undang-
undang. Wewenang itu ada pada khalifah, yakni hak menyusun
undang-undang dasar (dustur) dan perundang-undangan (qawanin).
8) Peraturan pemerintah yang mencakup pengadopsian (tabanni) 
hukum harus terikat dengan syari’at Islam, sebab kalau 
menyimpang dari hukum Allah, maka statusnya adalah kafir.
9) Daulah khilafah Islamiyyah adalah kepemimpinan umum bagi 
seluruh kaum muslim didunia sebagai suatu kekuatan politik 
praktis untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum 
Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai 
sebuah risalah dengan dakwah dan jihad.
10) Daulah kilafah Islamiyyah berdasarkan atas awidah Islam. 
Menerapkan syari’at Islam bagi seluruh warga Negara, baik yang 
muslim maupun yang non muslim. 
11) Jihad adalah kewajiban bagi sleuruh kaum muslimin dan mobilisasi 
umum bersifat wajib. Setiap laki-laki muslim yang telah berusia 15 
tahun diharuskan mengikuti latihan wajib militer sebagai persiapan 
jihad.
12) Bendera Negara Indonesia sang merah putih bertentangan dengan 
liwa (bendera) dan rayah (panji-panji) Rasulullah saw. dan kaum 
muslimin. Bendera Rasulullah berwarna putih dengan tulisan Laa 
Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah berwarna hitam.
13) Bahasa resmi Negara menurut syari’at adalah bahasa Arab.87
Hanya saja. Jika HTI ingin menerapkannya, penulis berpendapat bahwa 
harus melalui mekanisme yang resmi dan selalu berpijak pada undang-undang 
87 Syahrir Karim, Geliat Politik PKS dan HTI Dari Islamisme Menuju Post-Islamisme, 
(Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 130-132.
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atau peraturan yang disepakati oleh lembaga legislative sebagai wakil rakyat. 
Akan tetapi sampai saat ini sikap HTI hanya menghimbau dan memberikan 
masukan dan tidak terlibat dalam pembuatan hukum tersebut karena tidak ingin 
masuk dalam sistem yang kafir, jika sikap HTI seperti itu maka penerapan syari’at 
secara formal akan sangat sulit karena tidak  memiliki kekuatan politik dalam 
kenegaraan, adapun penerapan syari’at Islam secara total membutuhkan kekuatan 
politik dan hukum yang kokoh.
2. Pandangan Nahdlatul Ulama Mengenai Formalisasi Syari’at Islam di 
Indonesia
Jika banyak yang menginginkan Islam menjadi dasar Negara, NU tidak 
terlalu fokus bahwa bentuk Negara harus selalu Islam, jika  suatu Negara bisa 
menjamin umat Islam menjalankan syari’atnya dengan bebas maka bentuk apapun 
Negara tersebut syah menurut NU, sebab  didalam Islam tidak ada secara eksplisit 
mengatur bentuk atau konsep baku tentang Negara88, cukup bagi NU masyarakat 
Islam di Indonesia menegakkan Islam secara substansi, 89 dan memiliki spirit 
Islam dalam menjaga moral dan etika dalam hidup bernegara, karena Indonesia 
adalah Negara demokrasi yang mementingkan aspek-aspek kedamaian, 
kebersamaan, dimana semua agama yang ada yaitu enam agama, memiliki posisi 
dan status yang sama dimata Negara. Menurut Kadir Ahmad, karena habitat kita 
ada di Indonesia, kita tumbuh berkembang di Indonesia, sehingga kita harus 
berislam Indonesia, yang berarti harus tunduk kepada undang-undang yang ada di 
Negara Indonesia 90 , Negara yang terhormat dan berperadaban adalah yang 
memiliki sistem hukum sedang di Indonesia sudah memiliki sistem hukum yang 
88 Syamsu Rijal Adhan (39 Tahun), Pengurus NU Cabang  Makassar  Periode 2010-2015 , 
Wawancara, Makassar, 1 Maret 2016.
89 Kadir Ahmad (59 Tahun) , Ketua NU Cabang Makassar Periode 2004-2014 , 
Wawancara,  Makassar, 1 Maret 2016.
90 Kadir Ahmad (59 Tahun) , Ketua NU Cabang Makassar Periode 2004-2014 , 
Wawancara,  Makassar, 1 Maret 2016.
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baik, tidak perlu menggantinya dengan hal yang baru sebab sistem yang ada di 
Indonesia tidak ada yang bertentangan dengan Islam apalagi jika harus mengganti 
sistem Negara dengan cara formalisasi syari’at Islam dan mendirikan Negara 
khilafah yang sama saja ingin menghancurkan Negara kesatuan republik 
Indonesia91
Syari’at tidak boleh dihadapkan dengan Negara. NU sudah punya polanya. 
bahwa aplikasi syari’at secara tekstual dilakukan dalam civil society, tidak dalam 
Nation-State. Aplikasi tekstual itu untuk jamaah NU, untuk jamaah Islam sendiri. 
Dia harus taat beribadah, taat berzakat, dan sebagainya. Sehingga firman Allah, 
wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, (barang siapa 
tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang 
kafir), ungkapan man (barang siapa) di sini maksudnya "orang", bukan "institusi". 
Untuk level Nation-State, untuk pemerintahan bangsa dan negara, yang masuk 
dari agama itu nilai luhurnya saja. Hanya Maqashid Al-Tasyri' (maksud 
ditetapkannya syari’at) dan hikmat al-tasyri' (hikmah ditetapkannya syariat) atau 
esensi syari’at saja yang masuk. Kemudian prosesnya, pengemasanya, dan 
formatnya, melalui proses demokrasi, proses keindonesiaan, dan proses 
kebhinekaantunggalikaan. Sehinga tak ada lagi konflik antara agama dan negara 
karena masing-masing ada proporsinya92
Syari’at Islam menurut NU tidak perlu di formalkan di dalam Negara 
kecuali hal-hal yang sifatnya menyangkut hajat orang banyak yang jika tidak 
diatur bisa menimbulkan masalah, misalnya undang-undang tentang haji, zakat 
begitu juga mengenai perkawinan, bahkan sebelum Indonesia ada undang-undang 
perkawinan sudah diadakan oleh Negara jajahan. NU sudah memutuskan dalam 
91 Abd. Mutthalib (64 Tahun),  Rois Suriyah NU Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 
12 Mei 2016.
92 Syamsu Rijal Adhan (39 Tahun), Pengurus NU Cabang  Makassar  Periode 2010-2015 , 
Wawancara, Makassar, 1 Maret 2016.
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Muktamar ke XXVII yang berlangsung pada tanggal 8-12 Desember 1984 di 
Situbondo93 bahwa pancasila sudah final dalam rangka berbangsa dan bernegara 
tidak ada upaya lain, jika ada upaya lain untuk mengganti ideologi Negara bagi 
NU adalah sebuah kemuduran94, bukankah dulu sudah pernah ada DI/TII yang 
mengusung formalisasi syari’at Islam lalu masyarakat menjadi  riuh dan berpecah, 
NU mengupayakan agar perpecahan dan bentrok tidak lagi terjadi antar 
masyarakat, sehingga formalisasi syari’at Islam tidak perlu di adakan dalam 
Negara yang didalamnya beraneka ragam agama, tapi yang perlu adalah 
bagaimana etika Islam masuk mewarnai pelaksanaan dan perumusan undang-
undang Negara, 95 dan di Negara Indonesia ini, NU memandang pancasila 
mengandung spirit keislaman tersebut, sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai 
dasar Negara Republik Indonensia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 
Dasar RI tahun 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid 
menurut pengertian keimanan dalam Islam 96 . Pada dasarnya, sila-sila dalam 
pancasila tak satupun bertentangan dengan Islam, pancasila adalah jalan bagi NU 
untuk menjalankan syari’at Islam, hukum Islam sejak pra kemerdekaan hingga 
lahirnya orde baru dan munculnya era reformasi senantiasa diberi tempat, 
meskipun presentasi di setiap masanya berbeda-beda. Disamping itu, penerapan 
hukum Islam di Indonesia sesungguhnya merupakan hal yang konstitusional. 
Karena, baik dalam UUD 1945 sebelum amandemen maupun sesudah amademen, 
kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan 
kepercayaannya masing-masing dijamin dan dilindungi dalam konstitusi. 
93 Einar Martahan Saitompul,  NU dan Pancasila (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), 
h. 167.
94 Kadir Ahmad (59 Tahun) , Ketua NU Cabang  Makassar Periode 2004-2014 , 
Wawancara,  Makassar, 1 Maret 2016.
95 Kadir Ahmad (59 Tahun) , Ketua NU Cabang ,Makassar  Periode 2004-2014 , 
Wawancara,  Makassar, 1 Maret 2016.
96 Bandingkan dengan Einar Martahan Saitompul, Nu dan Pancasila (Jakarta: Pustaka 
Sinar Harapan, 1989), h. 167.
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Sebagaimana disebut dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Negara berdasar 
atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu 97 dan  dalam pembukaan UUD 1945 
disebutkan Republik Indonesia adalah berkedaulatan rakyat atas dasar ketuhanan 
Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Amanat pembukaan UUD 1945 ini menghendaki agar rakyat dan pemerintah 
Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, disyukuri dengan 
mengaktualisasikan hak-hak kepada Tuhan yaitu iman dan takwa kepada-NYA 
serta beramal sholeh, dan menghormati hak-hak kemanusiaan terhadap sesama 
sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Sebab, esensi syukur dan mengisi 
kemerdekaan adalah memelihara dan mengembangkan apa yang sudah diperoleh, 
yaitu memelihara dan mengembangkan hak menjalankan ajaran agama, hak 
penghormatan atas martabat dan harkat kemanusiaan, hak memperoleh keadilan, 
hak  berbicara dan menyatakan pendapat, dan hak bekerjasama menuju persatuan. 
Hak-hak ini pada zaman sebelum kemerdekaan, selalu digerogoti dan di injak-
injak pada zaman kolonial. Disinilah letak makna dan esensi syukur dan mengisi 
kemerdekaan itu.
Beberapa prinsip penting ketetapan UUD 1945  yang menjadi dasar-dasar 
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perinsi-perinsip persamaan, 
kebebasan, musyawarah, persatuan, kebebasan beragama, keadilan, perdamaain, 
dan pertahanan.
97 Lihat Abdul Gani Abdullah, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, 
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998),  h. 54-55.
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Prinsip persamaan tercantum dalam pasal 27 ayat 1 ” segala warga Negara 
bersamaan kedudukannya didepan hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Perinsip persamaan 
merupakan ajaran dasar penting dalam Al-Qur’an baik dari segi penciptaan 
manusia (QS.Al-Nisa/4:1, Al-Hujarata/49:13), maupun didepan hukum dan 
menjunjungnya (QS.Al-nisa/4:58,135).
Prinsip kebebasan tercantum dalam pasal 28:”kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan  dan tulisan dan sebagaianya 
ditetapkan dengan undang-undang”. Prinsip ini dalam Al-Qur’an terdapat dalam 
surat Al-Nisa/4:59, Ali Imran/3:104, dan Al-Ashr/1-3.
Prinsip musyawarah terdapat dalam pembukaan: “kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Islam 
juga mensyari’atkan agar musyawarah ditegakkan dan dibudayakan dalam 
menyelesaikan berbagai urusan (Q.S Ali Imran/3:159, Al-Syura/42:38).
Prinsip persatuan tercantum dalam pembukaan: “persatuan Indonesia”. 
Prinsip persatuan merupakan ajaran pokok Al-Qur’an (Q.S.Ali Imran/3:103).
Prinsip kebebasan beragama tercantum dalam pasal 29 ayat 2: “Negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan 
kepercayaannya itu”. Al-Qur’an mengajarkan agar tidak terjadi pemaksaan 
terhadap seseorang untuk memeluk ajaran Islam (Q.S.Al-Baqarah/2:256, 
Yunus:10/99, Al-An’am/6:108).
Prinsip keadilan tercantum dalam pembukaan: “mewujudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Al-Qur’an juga menekankan 
pentingnya menegakkan keadilan diberbagai aspek kehidupan (Al-nisa/4:3, 58, 
135, Al-Nahl/16:90, Al-AN’am/6:152 dan lain-lain).
76
Perinsip perdamaian terdapat dalam pembukaan : “ pemerintah Negara 
Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Prinsip perdamaian dalam Al-Qur’an 
terdapat dalam surah Al-Anfal/8/61, dan Al-Hujurat/49:9).
Sedangkan prinsip pertahanan ditetapkan dalam pasal 30 ayat 1: “ tiap 
warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara”. 
Prinsip pertahanan dengan membela diri dan membela bangsa dalam Al-Qur’an 
diisyaratkan dalam surat Al-Taubah/9:38, dan Al-Syura/42:41.)98
Sehingga jelas bahwa tidak ada dalam pancasila dan dasar Negara yang 
bertentangan dengan Islam, NU memandang bahwa apabila Islam dijadikan 
ideologi Negara maka kedudukan ideologi komunis, idologi liberal, dan ideologi-
ideologi lain yang berlaku di Negara lain sama dengan Islam, padahal Islam lebih 
tinggi dan tidak setara dengan ideologi. 99 Semua bentuk aktivitas sebaiknya 
dilandasi spirit dan etika Islam, tidaklah perlu segalanya berbunyi teks syari’at 
dalam aturan, misalnya Kewajiban memakai jilbab, shalat,dan kewajiban mengaji 
tidak perlu diatur Negara  karena sudah diatur oleh Al-qur’an dan Hadis agar 
manusia menggunakan jilbab, sehingga yang menggunakan jilbab paham bahwa 
itu perintah Allah, bukan karena takut pada Negara akan tetapi karena kesadaran 
sebagai umat Islam, bisa jadi jika diatur oleh Negara, orang hanya menggunakan 
jilbab ketika ada polisi, dan akan menimbulkan kesan undang-undang lebih tinggi 
dari Al-Qur’an karena dijadikan acuan formal100, bukankah syari’at sudah sangat 
tegak di Indonesia, buktinya tidak ada umat Islam yang tidak menghadap kiblat 
saat shalat, cara umat islam melaksanakan zakat pun sudah benar jadi syari’at 
98Lihat  Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah, Ajaran dan Sejarah Pemikiran, (Jakarta: 
PT.Raja Grafindo Persada, 1995) h. 191-192.
99 Abd. Wahid Tahir ( 52 Tahun), Ketua NU Cabang Makassar periode 2015-2019 , 
Wawancara, Makassar, 3 Maret 2016.
100 Kadir Ahmad (59 Tahun) , Ketua NU Cabang Majassar Periode 2004-2014 , 
Wawancara,  Makassar, 1 Maret 2016.
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yang ditawarkan oleh organisasi yang ingin mendirikan Negara Islam sudah dari 
dulu berlaku di Negara Indonesia 101 , syar’iat Islam telah lama berada dalam 
hukum Nasional, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ia ada dalam 
berbagai lapangan hukum dan praktik hukum, meski syar’iat tidak diformalkan 
sebab spirit undang-undang dalam Negara Indonesia berasal dari spirit perjuangan 
islam, misalnya lagi, soal bumi dipelihara oleh Negara adalah bagian dari ajaran 
Islam hanya saja tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah kita, jadi 
problemnya adalah orang yang melaksanakan itu tidak konsekuen melaksanakan 
aturan yang ada di Indonesia, bukan soal aturannya salah dan perlu diganti102. 
Juga tentang UU Anti-Korupsi, tidak perlu disebut UU Islam Anti-korupsi, karena 
anti-korupsi itu sudah Islami. Sehingga yang masuk dalam UU ini bukan teksnya, 
karena kalau teks yang masuk, NKRI ini akan rontok, akan retak. Padahal semua 
agama ingin anti-korupsi, tapi ketika ditambah kata Islam, menjadi tathbiq syariah 
lafdhan (penerapan syari’at secara harfiah), dan ini bisa menjadikan Negara 
retak103, adapun hukum pidana merupakan interpretasi fiqih terhadap ayat-ayat 
Alqur’an, ayat yang berbunyi mislanya pencuri harus dipotong tangannya dan 
sebagainya  secara tekstual oleh banyak ulama ditafsirkan berbeda, potong tangan 
yang secara fisik maksudnya pemotongan kekuasaan, dalam konteks Indonesia 
kita sudah menjalankan, karena pencuri itu sudah dipotong kekuasaannya melalui 
penjara, kalau kita menjalankan itu secara konsekuen sama dengan kita 
melaksanakan ayat-ayat Allah, persoalnya dalam kondisi Indonesia bukan model 
101 Abd.Mutthalib (64 Tahun). Rois Suriyah NU Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 
12 Mei 2016.
102 Syamsu Rijal Adhan (39 Tahun), Pengurus NU Cabang  Makassar  Periode 2010-2015 
, Wawancara, Makassar, 1 Maret 2016.
103 Kadir Ahmad (59 Tahun) , Ketua NU Cabang Makassar  Periode 2004-2014 , 
Wawancara,  Makassar, 1 Maret 2016.
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hukumnya yang harus di ubah akan tetapi pelaksananya, konsekuen kita  dalam 
menjalankan aturan yang ada104.
Jika ada yang mengatakan bahwa demokrasi gagal karena melahirkan 
banyak ketimpangan sehingga demokrasi harus diganti dengan khilafah, NU 
memandang bahwa diterapkannya syari’at Islam secara formal tidak menjamin 
kesejahteraan akan merata, demokrasi bukan penyebab banyaknya kebobroakan 
seperti korupsi, ini hanya persoalan penegakan hukum, hampir semua hukum 
yang dijalankan dengan baik, dapat mencegah tindakan yang tidak baik, 
formalisasi syari’at Islam atau khilafah baru dalam tahap imajinasi untuk 
melaksanakan hal tersebut, faktanya dulu, banyak daerah yang dominan penduduk 
Islam menyatakan sebagai Negara dengan memberlakukan syari’at secara formal, 
banyak problem yang terjadi, dan itu tidak bisa dipungkiri dalam sejarah Islam, 
hanya satu yang sangat cemerlang, yaitu dimasa Bani Abbasiyah salah satu 
pemerintahan Alma’mun yang wazirnya Ibnu Mukaffah tapi toh tetap banyak 
persoalan yang terjadi karena kelompok yang berbeda pandangan  langsung 
disingkirkan, muncullah kelompok zhindiq, banyak orang yang dihukum dan 
didepanjara hanya karena berbeda pendapat jadi dalam sejarah khilafah kita ada 
sisi-sisi kelam yang muncul, tidaklah otomatis jika khilafah yang berdiri murni 
mengambil dari berbagai ajaran-ajaran Islam, akan ada banyak persoalan-
persoalan politik internal kelompok yang akan bertarung, sejarah khilafah kita 
tidak lepas dari itu, dan itu yang tidak dibaca oleh orang-orang yang akan 
memformalkan syari’at Islam tanpa membaca lebih dalam sejarah sejarah 
kehilafaan, di Indonesia sudah dicoba melakukan perdaisasi Islam dibeberapa 
tempat dan buktinya gagal, karena kebanyakan, dan hampir semuanya begitu 
syari’at islam hanya dijadikan alat untuk kepentingan orang-orang tertentu, hanya 
104 Syamsu Rijal Adhan (39 Tahun), Pengurus NU Cabang  Makassar Periode 2010-2015 
, Wawancara, Makassar, 1 Maret 2016.
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menjadi alat legitimasi kekuasaan, bahwa kekuasaan benar karna berlandaskan 
syari’at Islam padahal banyak kebobrokannya sebab memunculkan itu hanya 
karena kekuasaan105
Jika khilafah diterapkan, siapa yang akan menjadi khilafah dan bagaimna 
cara pengangkatan khilafah, dari mazhab apa yang akan kita ikuti, tradisi ibadah 
apa yang akan kita pakai, Syafii, Hambali, atau Abdullah bin baas, atau Saudi? 
Khilafah hanya sampai kepada Turki, setelah itu sudah selesai karena semua 
Negara sudah merdeka, pada zaman Abbasiyah yang tidak puas dengan 
pemerintahan Abbasiyah membentuk dan mengembangkan kelompok lalu 
menyerang pusat pemerintahan lalu berkembang Utsmani sampai ke Fatimiah 
tidak stabil, sampai turki 1994 mengambil jalan sekularisasi secara total, tindakan 
ektrim yang tidak pernah bisa bersatu itu , atas nama khilafah mereka 
dieksploitasi106 . Para pengusung khilafah yang mengatakan tidak ada jalan lain 
kecuali menegakkan Khilafah yang damai perlu menelusuri sejarah untuk 
menemukan khilafah yang damai yang dimaksud, Keruntuhan Bani Abbasiyah 
yang menggunakan sistem khilafah, menyebabkan antara sesama Islam bertikai, 
juga Bani Umayyah II di Andalusia, melahirkan Negara yang mayoritas Nasrani, 
sampai semua peninggalann Islam yang indah diubah kini, lalu khilafah seperti 
apa yang akan di adopsi? 107 yang perlu sekarang adalah mengembangkan 
organisasi Islam sedunia untuk memperbaiki masalah secara bersama tidak perlu 
merombak ideologi Negara mendirikan khilafah, Islam di Indonesia adalah masa 
depan Islam dunia, sumber daya alam Indonesia, keragaman Indonesia, dan posisi 
strategis perdagangan dunia, serta sistem Islam Indonesia yang moderat banyak di 
105 Syamsu Rijal Adhan (39 Tahun), Pengurus NU Cabang  Makassar  Periode 2010-2015 
, Wawancara, Makassar, 1 Maret 2016.
106 Kadir Ahmad (59 Tahun) , Ketua NU Cabang  Makassar  Periode 2004-2014 , 
Wawancara,  Makassar, 1 Maret 2016.
107 Syukriah Ahmad ( 65Tahun), Penasehat PC Muslimat NU Kota Makassar, 
Wawancara,  Makassar, 12 Mei 2016.
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lirik dan dikagumi oleh Negara lain. 108 Khilafah yang sebenarnya untuk 
mempersatukan barisan umat Islam tidak harus berupa sistem kenegaraan yang 
formal, tidak harus sama persis seperti khilafah Usmaniyayah, Abbasiyah, 
Umayyah, bahkan era sahabat. Bentuk apapun yang menjadi konsensus umat 
Islam, apapun bentuk dan namanya yang lebih penting dan substantif adalah Al-
Qur’an dan sunnah yang dapat menyatukan seluruh potensi umat Islam, penerapan 
nilai-nilai Islam tidak melihat pada status Negara atau sistem apapun suatu 
Negara. Baik dalam Negara kerajaan maupun republik, orang-orang pengusung 
formalisasi banyak melakukan kekeliruan karena terjebak pada klaim formalisasi 
bentuk khilafah. Isu mendirikan Negara Islam sangat bertentangan dengan 
konstitusi di Indonesia, sistem Republik Indonesai yang berdasar Pancasila dan 
UUD 1945 adalah keputusan final, adapun perubahan ide tersebut hanya sebatas 
wacana keilmuan yang penerapannya hanya utopia, bagaimana tidak, konstitusi 
Indonesia tidak mengenal sistem khilafah, tidak semua muslim Indonesia 
menerima sistem khilfah, perjuangan sistem khilafah dilakukan di luar parlemen, 
sehingga daulah khilafah merupakan wacana pemikiran politik Islam yang sulit 
diterapkan dalam menghadapi sistem pemerintahan yang sah.
Jika frustasi pada banyaknya ketimpangan yang ada, perlu disadari bahwa 
Negara Indonesia yang masih carut marut ini sedang berproses untuk menjadi 
lebih baik, jangan pernah mengharapkan suatu Negara seperti disyurga, tidak ada 
sebuah Negara atau komunitas yang seideal syurga,  jika tidak ada masalah 
didunia ini berarti Islam tidak lagi dibutuhkan, mengharapkan Negara tanpa 
penyelewengan dan kesempurnaan sama dengan mengharapkan masuk syurga, 
disyurga pun tidak sesempurna yang kita bayangkan sebab ada juga pelanggaran 
yang pernah terjadi disyurga, yaitu saat adam dan hawa memakan buah khuldi, 
108 Kadir Ahmad (59 Tahun) , Ketua NU Cabang  Makassar Periode 2004-2014 , 
Wawancara,  Makassar, 1 Maret 2016.
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jika disyurga saja seperti itu apalagi di dunia, tidak ada hidup tanpa perjuangan, 
tantangan membuat Islam semakin indah. Bathil dan hak pasti akan senantiasa 
ada, sebab nafsu selalu ada didiri manusia, olehnya itu kita hanya perlu bersama-
sama menciptakan kedamaian dalam Negara untuk kedamaian dalam hidup kita 
tanpa memusuhi siapapun dan  mengkafirkan siapapun.
D. Konstribusi Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Makassar dalam  
menerapkan syari’at Islam
1.) Konstribusi NU dalam menerapkan syari’at Islam
NU adalah organisasi Islam yang malang-melintang dalam 
memperjuangkan Islam yang moderat, berperan aktif dalam merawat dan 
menguatkan jaringan dan istitusi-institusi penyangga moderasi Islam, bahkan 
menjadikan Indonesia sebagai proyek percontohan toleransi bagi dunia luar, 
selama ini memainkan peran yang signifikan dalam mengusung ide-ide keislaman 
yang toleran dan damai. Paling produktif membangun dialog di kalangan internal 
masyarakat Islam, dengan tujuan membendung gelombang radikalisme. 
Ada yang mengatakan bahwa Indonesia tetap utuh karena adanya NU, 
sebab NU menjadi pilar kehidupan yang damai selama ini, lewat dunia pesantren, 
sekolah, lewat dakwah, NU mengajak orang melaksanakan syari’at secara kulutral 
dengan memadukan kebudayaan setempat, dan terbukti berhasil, misalnya dijawa 
timur, pesantren yang pertama berdiri adalah pesantren yang dekat dengan 
prostitusi, tetapi NU tidak memaksakan formalisasi syari’at bahwa di daerah 
tersebut harus sesuai dengan aturan Islam, lama kelamaan prostitusi hilang, pelan-
pelan akhirnya orang yang sering berjudi masuk pesantren, begitulah cara kyai 
Hasyim Asy’ari pendiri NU menerapkan syari’at Islam. begitupula di Makassar, 
ada banyak pesantren NU yang menjadi tempat pembinaan masyarakat, ulama-
ulama berusahan menerapkan syari’at Islam dengan proses transformasi, tidak 
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memaksakan dan langsung merubah, karena semuanya butuh kesabaran, yang 
mau dilakukan kelompok-kelompok yang memformalkan syari’at Islam tidak 
ingin bersabar dan ingin segera melihat semuanya menjadi sempurna, itu adalah 
problem karena akan terjadi benturan 109 , selama ini NU dalam menerapkan 
syari’at Islam berjuang pada tataran substansi, bukan simbol serta 
mempertimbangkan tata nilai yang ada, NU berjuang dalam basis amal, bukan 
kesan, bukan sekedar image building.
Dari awal berdirinya Negara ini, NU memberi banyak sumbangsi, 
termasuk ikut mendirikan Negara dan menjadikan pancasila sebagai dasar Negara, 
usianya pun jauh lebih tua dari usia kemerdekaan Negara kita110
Adapun beberapa usaha NU dalam membina masyarakat mengenal dan 
melaksanakan syari’at Islam diantaranya adalah:
a. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan 
meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat 
persatuan dalam perbedaan.
b. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai 
dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, 
berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan 
lahirnya Lembaga-lembaga Pendidikan yang bernuansa NU dan 
sudah tersebar di berbagai daerah.
c. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta 
kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.
109 Kadir Ahmad (59 Tahun) , ketua NU periode 2004-2014 , Wawancara,  Makassar, 1 
Maret 2016.
110 Abd. Wahid Tahir ( 52 Tahun), Ketua NU Cabang Makassar periode 2015-2019 , 
Wawancara, Makassar, 3 Maret 2016.
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d. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk 
menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan 
berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya 
BMT dan Badan Keuangan lain yang yang telah terbukti 
membantu masyarakat.
e. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
NU berusaha mengabdi dan menjadi yang terbaik bagi masyrakat.
Sejak berdirinya, NU meningkatkan kegiatan dakwah Islamiyah dalam 
upaya membina mental keberagaman umat. bagi NU kegiatan memberikan 
bimbingan keagamaan kepada umat merupakan tugas utama yang tidak boleh 
diabaikan. Dilakukan dalam kelompok pengajian majelis ta’lim, dan silaturrahiem 
keilmuan setiap malam jum’at atau yang sering diistilahkan lailatul ijtima’. Selain 
itu NU memiliki banyak  badan otonom yang berfungsi melaksanakan pembinaan 
yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Seperti Muslimat NU, 
membina perempuan berumur 45 tahun keatas, Gerakan pemuda Ansor, membina 
pemuda berumur 21 tahun keatas, fatayat NU, membina pemudi berumur 21 tahun 
keatas, IPNU, IPPNU, membina pelajar putra dan putri, adapun badan otonom 
yang dimiliki NU dalam bidang yang berbasisi profesi dan kekhususan adalah :
1) Jami’yyah ahlit thoriqoh al- mu’tabaroh an-nahdliyah
2) Jam’yyatul qurro’ wal huffadz
3) Ikatan sarjana nahdlatul ulama (ISNU)
4) Serikat buruh muslimin indnesia (SARBUMUSI)
5) Pagar Nusa NU (PN NU)
6) Persatuan Guru NU (PERGUNU)
Kesemuanya itu terlibat memberikan pemahaman kepada masyarakat 
untuk memperdalam wawasan keislaman, kebangsaan, dan pembinaan umat. 
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2). Konstribusi Hizbut Tahrir
Sebagaimana diketahui bahwa HTI melakukan perjuangan politik tidak 
ingin terlibat dalam parlemen, disebabkan parlemen bukan sistem yang sesuai 
dengan syari’at Islam, akan tetapi melakukan upaya penyadaran terhadap umat 
Islam akan pentingnya penerapan syari’at Islam. HTI Makassar misalnya 
melakukan gerakan dakwah sampai di Pangdam VII wirabuana, ke Kapolda, 
Departemen Agama, untuk melakukan sosialisasi menyampaikan ide bagaimana 
menyalamatkan Negara Indonesia dengan syari’at 111 , kemudian bagaimana 
kemajemukan bisa terjaga, memberi pemahaman dan penyadaran akan perlunya 
perubahan total dari sistem yang ada, disamping itu memberi penjelasan terhadap 
isu-isu yang merugikan masyarakat melalui demonstrasi yang teratur, seperti isu 
tentang kapitalisme global dan proteksi terhadap sumber-sumber daya alam, 
minyak bumi dan lain-lain. Dengan kesadaran itu diharapkan masyarakat 
membutuhkan suatu sistem sebagaimana tawaran HTI dan secara bersama-sama 
meminta kepada Negara. 112 sebab HTI sadar bahwa formalisasi syari’at tanpa 
Negara adalah sesuatu yang mustahil.
Untuk menumbuhkan kesadaran umat Islam terhadap pentingnya syari’at 
Islam tersebut, selama ini HTI melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Pembinaan Tsaqafah Muzakarah melalui halaqah-halaqah (pengajian) 
untuk para pengikutnya. Tujuannya adalah untuk membentuk kerangka 
gerakan dan memperbanyak pengikut serta mewujudkan pribadi-pribadi 
yang Islami, mampu memikul tugas dakwah dan siap mengarungi 
samudera perjuangan politik.
111 Dirwan (49 Tahun), Humas HTI Makassar, Wawancara, Makassar, 02 Maret 2016.
112 Lihat, Mahmuddin, Polemik Formalisme Agama di Sulawesi Selatan (Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 187.
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2) Pembinaan Tsaqafah Jamaiyah dengan cara menyampaikan ide-ide dan 
hukum-hukum Islam secara terbuka kepada masyarakat sesuai yang telah 
ditetapkan oleh gerakan ini. Aktivitas ini dilakukan baik melalui pengajian 
atau pertemuan-pertemuan umum maupun melalui media massa, buku-
buku, selebaran-selebaran.
3) Al Sira’u al Fikriy, yaitu pergolakan pemikiran dengan melalui 
penentangan terhadap ideologi-ideologi, peraturan-peraturan atau undang-
undang kufur serta pemahaman-pemahaman rancu yang telah meliputi 
umat Islam. Hal ini dilakukan dengan cara menjelaskan kepalsuan, 
kekeliruan dan kontradiksi ide-ide tersebut dengan Islam.
4) Al Kifahus Al Siyasiy atau perjuangan politik yang mencakup aktivitas 
perjuangan menghadapi Negara-negara kafir imperialis yang menguasai 
Negara-negara Islam baik melalui pemikiran, politik, ekonomi, maupun 
militer serta menentang pemerintah yang menguasai Negara muslim yang 
tidak menerapkan syari’at Islam.
5) Aktivitas terakhir yaitu berusaha melayani, membantu dan mengatur 
urusan umat Islam melalui sistem syari’at.113
Selain itu langkah awal yang dilakukan di Makassar adalah melakukan 
rekrutmen anggota melalui tathqif, sejak HTI masuk di Sulawesi Selatan sudah 
mempunyai ribuan anggota dan kepengurusannya sudah sampai pada tingkat 
Desa, HTI menyadari semakin banyak massa semakin mudah untuk menyebar 
dakwah dan ide-ide penerapan syari’at Islam.
E. Perbandingan Pandangan NU dan HTI di Makassar Tentang 
Formalisasi Penerapan Syari’at Islam di Indonesia 
113 Lihat, Mahmuddin, Polemik Formalisme Agama di Sulawesi Selatan (Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 190-191.
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Setelah melakukan penelitian, dan memperoleh data, peneliti mendapatkan 
dua perbedaan mendasar NU dan HTI pada isu penerapan syari’at Islam, pertama 
bahwa menurut HTI formalisasi penerapan syari’at itu wajib dan merupakan salah 
satu tujuan utama tegaknya daulah khilafah, penerapan syari’at Islam secara total
adalah sebagai ketegasan dan kepastian hukum, sebab Islam adalah bagian dari 
Negara yang tidak bisa dipisahkan, Mendirikan Negara khilafah adalah fardhu 
bagi seluruh kaum muslimin, tidak ada pilihan lain dalam rangka menegakkannya. 
Sedangkan bagi yang mengabaikan pelaksanaannya merupakan kemaksiatan yang 
paling besar dan Allah akan mengazab dengan azab yang sangat pedih. 
Formalisasi syari’at Islam menurut HTI merupakan satu-satunya jalan untuk 
melawan hegemoni barat dan kebobrokan yang terjadi didalam masyarakat saat 
ini, untuk itu HTI melakukan berbagai macam gerakan dakwah yang tujuannya 
untuk menyelamatkan Indonesia dengan syari’at. Sedangkan NU tidak terlalu 
fokus pada apa bentuk Negara Indonesia, apakah ia haru secara  formalisasi Islam 
atau tidak, jika  suatu Negara bisa menjamin umat Islam menjalankan syari’atnya 
dengan bebas maka bentuk apapun Negara tersebut syah menurut NU, sebab  
menurut NU didalam Islam tidak ada secara eksplisit mengatur bentuk atau 
konsep baku tentang Negara, cukup bagi NU masyarakat Islam di Indonesia 
menegakkan Islam secara substansi, dan memiliki spirit Islam dalam menjaga 
moral dan etika dalam hidup bernegara, sebab kita bisa berislam dengan baik 
menururt NU sekaligus menjadi warga Negara yang baik, dan karena aturan yang 
ada di Indonesia sudah dinilai sejalan dengan Islam, maka sebenarnya Negara 
Indonesia sudah lama menjadi Negara Islam, hanya saja pelaksanaan aturannya 
yang tidak konsekuen, banyak oknum yang melanggar aturan yang telah di buat, 
jika aturan tidak di jalankan dengan baik maka akan mengakibatkan banyaknya 
kebobrokan yang terjadi, serta  lemahnya kedaulatan bangsa, sehingga tidak heran 
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jika Indonesia yang menurut HTI di hegemoni oleh barat, dan sumber daya alam 
tidak dinikmati seluruhnya oleh masyarakat, sebab oknum yang tidak konsekuen 
dalam menjalankan aturan itulah yang menyerahkan sumber daya alam kepada 
yang bukan masyarakat, akan tetapi sangat sulit jika menginginkan Negara yang 
sempurna tanpa kejahatan sedikitpun, didunia ini tak ada Negara ideal yang semua 
masyarakatnya konsekuen menjalankan aturan, sehingga bukan persoalan 
atuurannya akan tetapi pelaksanaan aturannya yang belum baik, sistem pancasila 
dinilai telah sesuai  dengan Negara Indonesia, jika aturan Islam harus di 
formalisasi seluruhnya akan melahirkan lebih banyak lagi pelanggaran, sebagai 
salah satu contoh, Negara Malaysia yang memiliki aturan formalisasi Islam, dua 
tahun belakangan menerapkan aturan bahwa non Muslim dilarang  menyebut kata 
Allah, padahal dalam lagu nasional ada kata Allah, dan bagaimana cara non 
muslim menghindari melakukan karya tulis Islami, terutama mereka yang non 
muslim tapi mengambil kuliah jurusan yang Islami? Dan bagaimana mungkin kita 
menghukum seseorang hanya karena menyebut Tuhan yang menurut kita adalah 
Tuhan seluruh manusia? 
Kedua yang juga sangat membedakan NU dan HTI  adalah perjuangan 
penerapan syari’at Islam, HTI dan NU sama-sama melakukan menerapkan 
syari’at Islam, sama-sama membina masyarakat lewat dunia pendidikan, dakwah, 
melakukan pemberdayaan masyarakat namun bedanya NU masuk dalam 
pemerintahan untuk mengabdi kepada bangsa, sedangkan HTI berjuang diluar 
pemerintahan karena menurutnya sistem pemerintahan tidak sesuai dengan Islam 
dan tak boleh di ikuti apalagi terlibat didalamnya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama NU dan HTI 
sama-sama menginginkan penerapan syari’at Islam di Indonesia namun HTI 
mewajibkan formalisasi sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang Islami ,
sedangkan NU tidak terlalu mempersoalkan bentuk Negara, yang pokok adalah 
apakah umat Islam mendapatkan kebebasan atau tidak menjalankan ibadah di 
Negara tersebut. Karena umat Islam di Indonesia telah mendapatkan kebebasan 
beribadah serta umat lain maka sistem yang saat ini ada telah cocok untuk 
Indonesia, yang perlu diperbaiki adalah ketaatan masyarakat menjalankan aturan 
yang ada. Kedua dalam dalam menerapkan syari’at Islam secara kultur NU 
membina masyarakat lewat dunia pesantren, dakwah, melakukan pemberdayaan 
masyarakat dibidang ekonomi, serta sosial budaya serta memasuki pemerintahan 
sebagai bentuk pengabdian perjuangan memperbaiki Indonesian sedangkan HTI 
melakukan perjuangan formalisasi penerapan syari’at Islam di luar pemerintahan. 
B. Implikasi Penelitian
Hasil penelitian ini memberikan implikasi untuk NU agar semakin 
mendorong masyarakat dan pemerintah untuk konsekuen dalam menjalankan 
aturan yang telah ada demi ketertiban dan kesejahterakan rakyat, kedua untuk HTI 
agar tidak membuat jarak dengan pemerintahan agar mudah merealisasikan ide 
penerapan syari’at Islam, serta memperbaiki metode dakwah agar dapat diterima 
oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, dan untuk masyarakat, penelitian 
ini memberi gambaran bahwa kedua perbedaan organisasi masyarakat ini 
meskipun berbeda dalam ideologi akan tetapi tidak perlu dipertentangkan dan 
diperdebatkan yang akan berujung pada perpecahan umat Islam di Indonesia 
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sebab pada hakikatnya keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu meerapkan 
syari’at Islam di dalam kehidupan bermasyarakat.
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